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KEMENPAN-RB. Analis Perbendaharaan Negara.
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PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2021
TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan
profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai
ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang
dalam melaksanakan analisis perbendaharaan negara
serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu
ditetapkan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan
Negara;

bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2018
tentang Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan
Negara sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi
dan perkembangan peraturan perundang-undangan
sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Analis

Perbendaharaan Negara;
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Mengingat

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 647);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87
Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi  Birokrasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
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8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI @ PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara
secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan
manajemen PNS di Instansi Pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan melaksanakan proses pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

5. Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara

adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas,
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10.

11.

tanggung  jawab, wewenang dan hak untuk
melaksanakan analisis perbendaharaan negara.

Pejabat Fungsional Analis Perbendaharaan Negara yang
selanjutnya disebut Analis Perbendaharaan Negara
adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan
wewenang untuk melaksanakan Analisis Perbendaharaan
Negara.

Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan
pertanggungjawaban  keuangan negara, termasuk
investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Analisis Perbendaharaan Negara adalah serangkaian
kegiatan dalam rangka meningkatkan = kualitas
pengelolaan perbendaharaan negara yang dilakukan
secara profesional berdasarkan suatu standar dan
metode sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang Perbendaharaan Negara, meliputi
unsur pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara,
penyelenggaraan sistem manajemen investasi,
pembinaan manajemen Badan Layanan Umum,
pengelolaan  akuntansi, statistik, dan pelaporan
pertanggungjawaban  keuangan, sinkronisasi dan
supervisi perbendaharaan, dan penyelenggaraan platform
pembayaran pemerintah.

Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP
adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh
seorang PNS setiap tahun.

Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan
dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang
harus dicapai oleh Analis Perbendaharaan Negara dalam
rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka
Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis
Perbendaharaan Negara sebagai syarat kenaikan pangkat

dan/atau jabatan.
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Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK
adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka
Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat
dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis
Perbendaharaan Negara.

Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis
Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut Tim
Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh
pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka
Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan Hasil
Kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta
menilai capaian kinerja Analis Perbendaharaan Negara
dalam bentuk Angka Kredit Analis Perbendaharaan
Negara.

Standar Kompetensi Analis Perbendaharaan Negara yang
selanjutnya disingkat Standar Kompetensi adalah
deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang
diperlukan seorang Analis Perbendaharaan Negara dalam
melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis
Perbendaharaan Negara.

Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian
terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial
kultural dari Analis Perbendaharaan Negara dalam
melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.

Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus
dicapai oleh Analis Perbendaharaan Negara sebagai
prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional
Analis Perbendaharaan Negara.

Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang
harus dicapai minimal oleh Analis Perbendaharaan
Negara sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.

Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok
pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang
disusun oleh Analis Perbendaharaan Negara baik
perorangan atau kelompok di bidang Perbendaharaan

Negara.
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19.

20.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis
Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut
Instansi Pembina adalah kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan negara.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN
KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2
Analis Perbendaharaan Negara berkedudukan sebagai
pelaksana teknis fungsional di bidang Perbendaharaan
Negara pada Instansi Pembina.
Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi
madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat
administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki
keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan
Fungsional Analis Perbendaharaan Negara.
Kedudukan Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan
berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis
jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 3

Jabatan  Fungsional Analis Perbendaharaan  Negara

merupakan jabatan karier PNS.
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Bagian Kedua

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4
Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara termasuk

dalam klasifikasi/rumpun akuntan dan anggaran.

BAB III
KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA

Pasal 5

(1) Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara
merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.

(2) Jenjang Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Analis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama;

b. Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda;
c. Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya; dan
d. Analis Perbendaharaan Negara Ahli Utama.

(3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Analis
Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tercantum dalam Lampiran III sampai dengan
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN,
URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal 6
Tugas Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara
yaitu melaksanakan kegiatan Analisis Perbendaharaan

Negara.
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(1)

Bagian Kedua

Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 7

Unsur kegiatan tugas jabatan Analis Perbendaharaan

Negara yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas:

a.
b.

C.

f.
g.

Sub-

dari:

a.

pelaksanaan anggaran;

pengelolaan kas negara,;

penyelenggaraan sistem manajemen investasi;
pembinaan manajemen Badan Layanan Umum;
pengelolaan akuntansi, statistik, dan pelaporan
pertanggungjawaban keuangan;

sinkronisasi dan supervisi perbendaharaan; dan
penyelenggaraan platform pembayaran pemerintah.

unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

pelaksanaan anggaran, meliputi:

1. analisis data pelaksanaan anggaran;

2. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan
pembinaan pelaksanaan anggaran,;

3. pengembangan metodologi monitoring, evaluasi,
dan pembinaan pelaksanaan anggaran;

4. perumusan dan pengembangan pengaturan
pelaksanaan anggaran; dan

5. penyelesaian tuntutan ganti rugi;

pengelolaan kas negara, meliputi:

1. manajemen likuiditas;

2. optimalisasi kas;

3. pengaturan dan pengelolaan treasury dealing

room,

manajemen penerimaan kas negara;

manajemen pengeluaran kas negara;

manajemen rekening pemerintah; dan

N o o b

pembinaan pengelolaan rekening pemerintah

dan pertanggungjawaban bendahara;
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penyelenggaraan sistem manajemen investasi,

meliputi:

1. pengelolaan rencana strategis manajemen,
proses bisnis, dan skema investasi pemerintah;
supervisi pengelolaan investasi pemerintah;
perjanjian dan kepatuhan di bidang investasi
pemerintah;

4. analisis kesesuaian dan dampak hukum di
bidang manajemen investasi pemerintah; dan

5. pengaturan dan standardisasi di bidang
investasi pemerintah;

pembinaan manajemen Badan Layanan Umum,

meliputi:

1. analisis tarif layanan dan remunerasi Badan
Layanan Umum;

2. peraturan dan standardisasi teknis Badan
Layanan Umum;

3. pengkajian dan pengembangan Badan Layanan
Umum;

4. analisis kelayakan penetapan status Badan
Layanan Umum;

5. pembinaan dan evaluasi pengelolaan Badan
Layanan Umum;

6. pengawasan Badan Layanan Umum; dan

7. asistensi Badan Layanan Umum Daerah;

pengelolaan akuntansi, statistik, dan pelaporan

pertanggungjawaban keuangan, meliputi:

1. penatalaksanaan standar, sistem, dan
pengaturan umum/teknis di bidang akuntansi,
statistik, dan pelaporan keuangan;

2. pembinaan dan monitoring evaluasi di bidang
akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;

3. penyusunan laporan keuangan dan statistik
keuangan pemerintah; dan

4. persiapan pemeriksaan dan tindak lanjut atas

hasil pemeriksaan laporan keuangan;
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f.  sinkronisasi dan supervisi perbendaharaan,
meliputi:
1. supervisi sistem perbendaharaan;
2. pengembangan proses bisnis sistem
perbendaharaan dan kerja sama kelembagaan;
3. sinkronisasi transformasi kelembagaan; dan
sinkronisasi ketentuan teknis bidang
perbendaharaan; dan
g. penyelenggaraan platform pembayaran pemerintah
meliputi:
1. kajian kelayakan dan kepatuhan mitra; dan
2. pengembangan layanan dan pelaksanaan
evaluasi layanan.
Bagian Ketiga
Uraian Kegiatan sesuai Jenjang Jabatan
Pasal 8
(1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Analis

Perbendaharaan Negara sesuai jenjang jabatannya,

ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:

a.

Analis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama,

meliputi:

1. mengolah data pelaksanaan anggaran;

2. mengolah data monitoring  pelaksanaan
anggaran;
mengolah data kinerja belanja;
mengolah data evaluasi teknis pelaksanaan
anggaran;

5. mengolah data bahan bimbingan dan supervisi
pelaksanaan anggaran;

6. melaksanakan bimbingan dan  supervisi
pelaksanaan anggaran;

7. mengolah data sebagai bahan analisis
pengembangan metodologi untuk monitoring,
evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan

anggaran;
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mengolah bahan rumusan substansi teknis
pengaturan pelaksanaan anggaran;

mengolah bahan konsep rumusan standardisasi
pengaturan pelaksanaan anggaran;

mengolah bahan konsep rumusan penyelesaian
permasalahan pelaksanaan anggaran;

mengolah bahan konsep rumusan pedoman dan
petunjuk teknis pelaksanaan anggaran;
mengolah  bahan  untuk  pendampingan,
pemantauan, dan evaluasi penyusunan
pengaturan dan implementasi tuntutan ganti
rugi;

melaksanakan pendampingan, pemantauan,
dan evaluasi penyusunan pengaturan dan
implementasi tuntutan ganti rugi;

mengolah bahan konsep rumusan pedoman dan
ketentuan umum tuntutan ganti rugi;

mengolah kebutuhan data wuntuk analisis
perencanaan kas pemerintah;

mengolah bahan untuk bimbingan dan
supervisi perencanaan kas pemerintah;
melaksanakan  bimbingan dan = supervisi
perencanaan kas pemerintah;

mengolah kebutuhan data wuntuk analisis
likuiditas kas bendahara umum negara;
mengolah kebutuhan data wuntuk analisis
pengelolaan kas dalam valuta asing;

mengolah kebutuhan data wuntuk analisis
optimalisasi kas pemerintah melalui
penempatan uang;

mengolah kebutuhan data untuk analisis
optimalisasi kas pemerintah melalui surat
berharga negara;

mengolah bahan rumusan pedoman umum dan

ketentuan teknis treasury dealing room,;
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.
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mengolah kebutuhan data untuk analisis
pengembangan tata kelola treasury dealing
room;

mengolah kebutuhan data wuntuk analisis
informasi ekonomi makro, manajemen
portofolio, dan manajemen risiko pengelolaan
treasury dealing room;

mengolah data penerimaan kas negara dari
perpajakan dan penerimaan negara bukan
pajak;

menyiapkan bahan dan data pengelolaan
lembaga persepsi penerimaan negara;

mengolah data pengeluaran kas negara untuk
belanja negara;

mengolah kebutuhan data pengelolaan bank
operasional;

mengolah bahan dan data pengelolaan
transaksi rekening pemerintah;

menyiapkan konsep rumusan pengaturan
pengelolaan rekening pemerintah;

menyiapkan bahan dan data untuk monitoring
dan evaluasi pengelolaan rekening pemerintah;
melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan
rekening pemerintah;

mengolah kebutuhan bahan dan data untuk
analisis data perhitungan pihak ketiga;
mengolah data rumusan pengaturan
pengembalian penerimaan/belanja negara dan
perhitungan pihak ketiga;

mengolah bahan dan data untuk pelaksanaan
bimbingan dan supervisi pengelolaan rekening
pemerintah dan pertanggungjawaban
bendahara;

melaksanakan  bimbingan dan  supervisi
pengelolaan rekening pemerintah dan

pertanggungjawaban bendahara;
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mengolah data rencana strategis atas investasi
pemerintah;

mengolah data kelayakan investasi pemerintah;
mengolah  data  rumusan = penganggaran
investasi pemerintah;

mengolah data tren dan indikator lingkungan
investasi pemerintah,;

mengolah data rekonsiliasi investasi
pemerintah;

mengolah data penyelesaian piutang negara
pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha
Milik Daerah, dan/atau Pemerintah Daerah;
mengolah data untuk analisis pengembalian
investasi pemerintah;

mengolah data statistik pelaksanaan investasi
pemerintah;

mengolah data indikator kinerja investasi
pemerintah;

menyusun rumusan pengembangan sistem
kelembagaan operator investasi;

melakukan penyiapan data supervisi,
monitoring, dan evaluasi pengelolaan investasi
pemerintah;

melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi
atas pengelolaan investasi pemerintah;
merumuskan bahan perjanjian dan kepatuhan
di bidang investasi pemerintah;

mengolah bahan kesesuaian dan dampak
hukum terkait investasi pemerintah;

mengolah bahan rumusan substansi
pengaturan dan standardisasi pengelolaan
investasi pemerintah;

mengolah data wusulan tarif layanan dan
remunerasi Badan Layanan Umum;

mengolah bahan rumusan penetapan tarif
layanan dan remunerasi Badan Layanan

Umum;
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mengidentifikasi data permasalahan
implementasi tarif layanan dan remunerasi
Badan Layanan Umum;

mengolah data perkembangan implementasi
tarif layanan dan remunerasi Badan Layanan
Umum;

mengolah bahan rumusan substansi
pengaturan dan standardisasi pengelolaan
Badan Layanan Umum,;

menyusun rumusan kajian pengembangan
pengelolaan Badan Layanan Umum;
mengidentifikasi bahan untuk pengembangan
penyajian data dan informasi pengelolaan
Badan Layanan Umum;

mengolah bahan usulan pembentukan Badan
Layanan Umum pada Instansi Pemerintah;
mengolah bahan wusulan penetapan status
Badan Layanan Umum;

mengolah bahan dan rumusan pedoman
supervisi, bimbingan, monitoring, dan evaluasi
pengelolaan Badan Layanan Umum;

melakukan kegiatan supervisi, bimbingan,
monitoring, dan evaluasi pengelolaan Badan
Layanan Umum;

mengidentifikasi bahan rumusan pedoman
pengawasan kinerja pengelolaan keuangan
Badan Layanan Umum oleh dewan pengawas;
melakukan penyiapan bahan pengawasan,
penguatan kompetensi, pemantauan, dan
evaluasi kinerja dewan pengawas;

menyusun rumusan persetujuan pengangkatan,
penggantian, dan  pemberhentian dewan
pengawas;

mengolah bahan penyiapan asistensi dan
bantuan teknis Badan Layanan Umum Daerah;
melakukan asistensi dan pendampingan kepada

Badan Layanan Umum Daerah;
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menyiapkan konsep rumusan standar
akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
menyiapkan konsep rumusan sistem akuntansi,
statistik, dan pelaporan keuangan;

menyiapkan konsep rumusan ketentuan umum
dan pedoman teknis di bidang akuntansi,
statistik, dan pelaporan keuangan;

mengolah kebutuhan data sosialisasi,
bimbingan dan supervisi bidang akuntansi,
statistik, dan pelaporan keuangan;
melaksanakan sosialisasi, bimbingan dan
supervisi bidang akuntansi, statistik, dan
pelaporan keuangan;

mengolah kebutuhan data monitoring dan
evaluasi di bidang akuntansi, statistik, dan
pelaporan keuangan;

mengolah kebutuhan data penyusunan laporan
keuangan dan statistik di bidang akuntansi,
statistik, dan pelaporan keuangan;

mengolah kebutuhan data telaah atas laporan
keuangan di bidang akuntansi, statistik, dan
pelaporan keuangan;

mengolah kebutuhan data konsolidasi laporan
keuangan di bidang akuntansi, statistik, dan
pelaporan keuangan;

mengolah kebutuhan data penyesuaian laporan
keuangan di bidang akuntansi, statistik, dan
pelaporan keuangan;

menyiapkan kebutuhan data/bahan persiapan
proses pemeriksaan laporan keuangan;
menyiapkan kebutuhan data/bahan tindak
lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan;
mengolah bahan penyiapan supervisi,
monitoring, evaluasi, dan konsultasi pengaturan

dan proses bisnis perbendaharaan;
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81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.
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melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, dan
konsultasi pengaturan dan proses bisnis
perbendaharaan;

menyusun rumusan standar, pedoman, dan
petunjuk teknis pelaksanaan proses bisnis
perbendaharaan;

menyusun rumusan pengembangan proses
bisnis dan sistem perbendaharaan berdasarkan
praktik dan teori perbendaharaan;

mengolah bahan untuk kebutuhan program
kerja sama kelembagaan di bidang
perbendaharaan;

mengolah data untuk kebutuhan sinkronisasi
implementasi transformasi kelembagaan;
mengolah data kinerja dan implementasi
transformasi kelembagaan;

melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi
pencapaian kinerja transformasi kelembagaan;
mengolah bahan penyiapan analisis kesesuaian
dan dampak pengaturan perbendaharaan;
melakukan analisis kesesuaian dan dampak
pengaturan tingkat unit kerja;

mengidentifikasi kesiapan proses bisnis dan
sistem informasi mitra platform pembayaran
pemerintah;

melakukan  identifikasi dan = pengolahan
informasi kesiapan aspek hukum mitra
platform pembayaran pemerintah;

melakukan  identifikasi dan  pengolahan
informasi kepatuhan mitra dan pengguna
platform pembayaran pemerintah;

melakukan identifikasi dan pengolahan data
terkait legalitas atas layanan  platform
pembayaran pemerintah;

melakukan identifikasi kebutuhan dan
permasalahan dalam pengembangan platform

pembayaran pemerintah; dan
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melakukan identifikasi, pengolahan data, dan
konfirmasi transaksi mitra platform

pembayaran pemerintah;

Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda, meliputi:

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

menganalisis data pelaksanaan anggaran;
menganalisis data monitoring pelaksanaan
anggaran;

menganalisis data kinerja belanja;

menganalisis data evaluasi teknis pelaksanaan
anggaran;

melaksanakan  bimbingan dan  supervisi
pelaksanaan anggaran;

menganalisis hasil bimbingan dan supervisi
pelaksanaan anggaran;

menganalisis pengembangan metodologi untuk
monitoring, evaluasi, dan pembinaan
pelaksanaan anggaran;

menganalisis rumusan  substansi teknis
pengaturan pelaksanaan anggaran;
menganalisis rumusan standardisasi
pengaturan pelaksanaan anggaran;
menganalisis rumusan penyelesaian
permasalahan pelaksanaan anggaran;
menganalisis rumusan pedoman dan petunjuk
teknis pelaksanaan anggaran;

melaksanakan pendampingan, pemantauan,
dan evaluasi penyusunan pengaturan dan
implementasi tuntutan ganti rugi,

menganalisis hasil pendampingan,
pemantauan, dan evaluasi penyusunan
pengaturan dan implementasi tuntutan ganti
rugi;

menganalisis rumusan pedoman dan ketentuan
umum tuntutan ganti rugi;

menganalisis perencanaan kas pemerintah;
melaksanakan  bimbingan dan = supervisi

perencanaan kas pemerintah;
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.
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menganalisis likuiditas kas bendahara umum
negara,;

menganalisis pengelolaan kas dalam valuta
asing;

menganalisis optimalisasi kas pemerintah
melalui penempatan uang;

menganalisis optimalisasi kas pemerintah
melalui surat berharga negara;

menganalisis rumusan pedoman umum dan
ketentuan teknis treasury dealing room;,
menganalisis  pengembangan tata  kelola
treasury dealing room;

menganalisis  informasi ekonomi  makro,
manajemen portofolio, dan manajemen risiko
pengelolaan treasury dealing room;

menganalisis penerimaan kas negara dari
perpajakan dan penerimaan negara bukan
pajak;

menganalisis pengelolaan lembaga persepsi
penerimaan negara;

menganalisis pengeluaran kas negara;
menganalisis pengelolaan bank operasional;
menganalisis pengelolaan transaksi rekening
pemerintah;

menganalisis rumusan pengaturan pengelolaan
rekening pemerintah;

melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan
rekening pemerintah;

menganalisis data perhitungan pihak ketiga;
menganalisis rumusan pengaturan
pengembalian penerimaan/belanja negara dan
perhitungan pihak ketiga;

melaksanakan  bimbingan dan  supervisi
pengelolaan rekening pemerintah dan
pertanggungjawaban bendahara;

melaksanakan analisis rencana strategis atas

investasi pemerintah;



35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.
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menganalisis data kelayakan investasi
pemerintah;

menganalisis rumusan penganggaran investasi
pemerintah;

menganalisis tren dan indikator lingkungan
investasi pemerintah;

menganalisis data  rekonsiliasi  investasi
pemerintah;

menganalisis data penyelesaian piutang negara
pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha
Milik Daerah, dan/atau Pemerintah Daerah;
menganalisis data pengembalian investasi
pemerintah;

menganalisis statistik pelaksanaan investasi
pemerintah;

menganalisis data kinerja investasi pemerintah;
melakukan analisis atas rumusan
pengembangan sistem kelembagaan operator
investasi;

menganalisis data supervisi, monitoring, dan
evaluasi pengelolaan investasi pemerintah;
melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi
atas pengelolaan investasi pemerintah;
menganalisis rumusan perjanjian dan
kepatuhan di bidang investasi pemerintah;
menganalisis kesesuaian dan dampak hukum
terkait investasi pemerintah;

menganalisis rumusan substansi pengaturan
dan  standardisasi  pengelolaan  investasi
pemerintah;

menganalisis usulan tarif layanan dan
remunerasi Badan Layanan Umum;
menganalisis rumusan penetapan tarif layanan
dan remunerasi Badan Layanan Umum;
menganalisis data permasalahan implementasi
tarif layanan dan remunerasi Badan Layanan

Umum;
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52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

ol.

62.

63.

64.

65.
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menganalisis data perkembangan implementasi
tarif layanan dan remunerasi Badan Layanan
Umum;

menganalisis rumusan substansi pengaturan
dan standardisasi pengelolaan Badan Layanan
Umum;

menganalisis kajian pengembangan pengelolaan
Badan Layanan Umum;

menganalisis bahan pengembangan penyajian
data dan informasi pengelolaan Badan Layanan
Umum;

menganalisis usulan pembentukan Badan
Layanan Umum pada Instansi Pemerintah;
menganalisis usulan penetapan status Badan
Layanan Umum;

menganalisis bahan dan rumusan pedoman
supervisi, bimbingan, monitoring, dan evaluasi
pengelolaan Badan Layanan Umum;

melakukan kegiatan supervisi, bimbingan,
monitoring, dan evaluasi pengelolaan Badan
Layanan Umum;

menganalisis rumusan pedoman pengawasan
kinerja pengelolaan keuangan Badan Layanan
Umum oleh dewan pengawas;

menganalisis bahan pengawasan, penguatan
kompetensi, pemantauan, dan evaluasi kinerja
dewan pengawas;

melakukan kegiatan pengawasan, penguatan
kompetensi, pemantauan, dan evaluasi kinerja
dewan pengawas;

menganalisis rumusan persetujuan
pengangkatan, penggantian, dan
pemberhentian dewan pengawas;

menganalisis bahan penyiapan asistensi dan
bantuan teknis Badan Layanan Umum Daerah;
melakukan asistensi dan pendampingan kepada

Badan Layanan Umum Daerah;



66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.
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menganalisis rumusan standar akuntansi,
statistik, dan pelaporan keuangan;
menganalisis rumusan sistem akuntansi,
statistik, dan pelaporan keuangan;
menganalisis rumusan ketentuan umum dan
pedoman teknis di bidang akuntansi, statistik,
dan pelaporan keuangan;

melaksanakan sosialisasi, bimbingan dan
supervisi bidang akuntansi, statistik, dan
pelaporan keuangan;

melaksanakan monitoring dan evaluasi di
bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan
keuangan,;

menganalisis penyusunan laporan keuangan
dan statistik di bidang akuntansi, statistik, dan
pelaporan keuangan;

menganalisis telaah laporan keuangan di
bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan
keuangan,;

menganalisis konsolidasi laporan keuangan di
bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan
keuangan,;

menganalisis penyesuaian laporan keuangan di
bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan
keuangan,;

menganalisis persiapan proses pemeriksaan
laporan keuangan;

menganalisis tindak lanjut hasil pemeriksaan
laporan keuangan;

menganalisis bahan supervisi, monitoring,
evaluasi, dan konsultasi pengaturan dan proses
bisnis perbendaharaan;

melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, dan
konsultasi pengaturan dan proses bisnis

perbendaharaan;
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80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.
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menganalisis rumusan standar, pedoman, dan
petunjuk teknis pelaksanaan proses bisnis
perbendaharaan;

menganalisis permasalahan terkait pelaksanaan
proses bisnis perbendaharaan,;

menganalisis rumusan pengembangan proses
bisnis dan sistem perbendaharaan berdasarkan
praktik dan teori perbendaharaan;

menyusun strategi pengembangan proses bisnis
perbendaharaan berdasarkan praktik dan teori
perbendaharaan;

menyusun rencana dan sinkronisasi program
kerja sama kelembagaan;

menganalisis program kerja sama kelembagaan
di bidang perbendaharaan;

menganalisis sinkronisasi implementasi
transformasi kelembagaan;

menganalisis kinerja  dan implementasi
transformasi kelembagaan;

melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi
pencapaian kinerja transformasi kelembagaan;
melakukan analisis kesesuaian dan dampak
pengaturan bidang perbendaharaan tingkat
instansi;

mengevaluasi hasil analisis kesesuaian dan
dampak pengaturan bidang perbendaharaan
tingkat nasional;

melakukan analisis kesiapan proses bisnis dan
sistem informasi mitra platform pembayaran
pemerintah;

melakukan analisis kesiapan aspek hukum
mitra platform pembayaran pemerintah;
menyusun analisis kepatuhan mitra platform
pembayaran pemerintah terhadap standar dan
ketentuan teknis;

menganalisis kepatuhan mitra dan pengguna

platform pembayaran pemerintah terhadap



94.

95.

96.
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perjanjian, standar dan ketentuan teknis dari
aspek hukum;

melakukan analisis informasi dan potensi
tindakan hukum terkait legalitas atas layanan
platform pembayaran pemerintah;

melakukan analisis identifikasi kebutuhan dan
permasalahan dalam pengembangan platform
pembayaran pemerintah; dan

melakukan analisis informasi transaksi mitra

platform pembayaran pemerintah;

Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya, meliputi:

1.

10.

11.

memvalidasi hasil analisis data pelaksanaan
anggaran;

memvalidasi hasil analisis data monitoring
pelaksanaan anggaran;

memvalidasi hasil analisis data kinerja belanja;
memvalidasi hasil analisis data evaluasi teknis
pelaksanaan anggaran;

melaksanakan  bimbingan dan  supervisi
pelaksanaan anggaran;

mengevaluasi hasil bimbingan dan supervisi
pelaksanaan anggaran;

memvalidasi hasil analisis pengembangan
metodologi untuk monitoring, evaluasi, dan
pembinaan pelaksanaan anggaran;
mengevaluasi hasil analisis rumusan substansi

teknis pengaturan pelaksanaan anggaran,;

mengevaluasi hasil analisis rumusan
standardisasi pengaturan pelaksanaan
anggaran;
mengevaluasi hasil analisis rumusan
penyelesaian permasalahan pelaksanaan
anggaran;

mengevaluasi hasil analisis rumusan pedoman

dan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran;
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
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melaksanakan pendampingan, pemantauan,
dan evaluasi penyusunan pengaturan dan
implementasi tuntutan ganti rugi,

mengevaluasi hasil pendampingan,
pemantauan, dan evaluasi penyusunan
pengaturan dan implementasi tuntutan ganti
rugi;

mengevaluasi hasil analisis rumusan pedoman
dan ketentuan umum tuntutan ganti rugi;
memvalidasi hasil analisis perencanaan kas
pemerintah;

melaksanakan  bimbingan dan  supervisi
perencanaan kas pemerintah;

memvalidasi hasil analisis bimbingan dan
supervisi perencanaan kas pemerintah;
memvalidasi hasil analisis likuiditas kas
bendahara umum negara;

memvalidasi hasil analisis pengelolaan kas
dalam valuta asing;

memvalidasi hasil analisis optimalisasi kas
pemerintah melalui penempatan uang;
memvalidasi hasil analisis optimalisasi kas
pemerintah melalui surat berharga negara;
memvalidasi hasil analisis rumusan pedoman
umum dan ketentuan teknis treasury dealing
room,

memvalidasi hasil analisis tata kelola treasury
dealing room;

memvalidasi hasil analisis ekonomi makro,
manajemen portofolio, dan manajemen risiko
pengelolaan treasury dealing room;

memvalidasi hasil analisis penerimaan kas
negara dari perpajakan dan penerimaan negara
bukan pajak;

memvalidasi hasil analisis pengelolaan lembaga

persepsi penerimaan negara;
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.
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memvalidasi hasil analisis pengeluaran kas
negara;

memvalidasi hasil pengelolaan bank
operasional,

memvalidasi hasil analisis pengelolaan
transaksi rekening pemerintah;

memvalidasi hasil analisis rumusan pengaturan
pengelolaan rekening pemerintah;

mengevaluasi atas hasil monitoring dan evaluasi
pengelolaan rekening pemerintah;

memvalidasi atas  hasil analisis data
perhitungan pihak ketiga;

mengevaluasi hasil analisis rumusan
pengaturan pengembalian penerimaan/belanja
negara dan perhitungan pihak ketiga;
melaksanakan  bimbingan dan = supervisi
pengelolaan rekening pemerintah dan
pertanggungjawaban bendahara;

mengevaluasi hasil bimbingan dan supervisi
pengelolaan rekening pemerintah dan
pertanggungjawaban bendahara;

memvalidasi hasil analisis atas rencana
strategis investasi pemerintah;

memvalidasi hasil analisis kelayakan investasi
pemerintah;

mengevaluasi rumusan penganggaran investasi
pemerintah;

memvalidasi hasil analisis tren dan indikator
lingkungan investasi pemerintah;

memvalidasi hasil analisis rekonsiliasi investasi
pemerintah;

memvalidasi hasil analisis penyelesaian piutang
negara pada Badan Usaha Milik Negara Badan
Usaha Milik Daerah, dan/atau Pemerintah
Daerah;

memvalidasi hasil analisis pengembalian

investasi pemerintah;
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44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.
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54.

55.

56.

57.
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memvalidasi hasil analisis statistik pelaksanaan
investasi pemerintah;

memvalidasi hasil analisis kinerja investasi
pemerintah;

memvalidasi hasil analisis pengembangan
sistem kelembagaan operator investasi;
melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi
atas pengelolaan investasi pemerintah;
mengevaluasi hasil supervisi, monitoring, dan
evaluasi atas pengelolaan investasi pemerintah;
mengevaluasi rumusan perjanjian dan
kepatuhan investasi pemerintah;

memvalidasi kesesuaian dan dampak hukum
terkait investasi pemerintah;

mengevaluasi rumusan substansi pengaturan
dan  standardisasi  pengelolaan  investasi
pemerintah;

memvalidasi hasil analisis usulan tarif layanan
dan remunerasi Badan Layanan Umum;
mengevaluasi rumusan penetapan tarif layanan
dan remunerasi Badan Layanan Umum;
mengevaluasi hasil analisis permasalahan
implementasi tarif layanan dan remunerasi
Badan Layanan Umum;

memvalidasi hasil analisis perkembangan
implementasi tarif layanan dan remunerasi
Badan Layanan Umum;

mengevaluasi hasil analisis rumusan substansi
pengaturan dan standardisasi pengelolaan
Badan Layanan Umum;

mengevaluasi hasil analisis rumusan kajian
pengembangan pengelolaan Badan Layanan
Umum;

mengevaluasi hasil analisis pengembangan
penyajian data dan informasi pengelolaan

Badan Layanan Umum;
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62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.
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memvalidasi hasil evaluasi pengembangan
penyajian data dan informasi pengelolaan
Badan Layanan Umum;

memvalidasi hasil analisis usulan pembentukan
Badan Layanan Umum pada Instansi
Pemerintah;

memvalidasi hasil analisis usulan penetapan
status Badan Layanan Umum,;

melakukan kegiatan supervisi, bimbingan,
monitoring, dan evaluasi pengelolaan Badan
Layanan Umum;

mengevaluasi hasil kegiatan supervisi,
bimbingan, monitoring, dan evaluasi
pengelolaan Badan Layanan Umum;
mengevaluasi hasil analisis rumusan pedoman
pengawasan kinerja pengelolaan keuangan
Badan Layanan Umum oleh dewan pengawas;
melakukan kegiatan pengawasan, penguatan
kompetensi, pemantauan, dan evaluasi kinerja
dewan pengawas;

mengevaluasi hasil pengawasan, penguatan
kompetensi, pemantauan, dan evaluasi kinerja
dewan pengawas;

memvalidasi rumusan persetujuan
pengangkatan, penggantian, dan
pemberhentian dewan pengawas;

melakukan asistensi dan pendampingan kepada
Badan Layanan Umum Daerah;

mengevaluasi asistensi dan pendampingan
kepada Badan Layanan Umum Daerah;
mengevaluasi hasil analisis rumusan standar
akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
mengevaluasi hasil analisis rumusan sistem
akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
mengevaluasi hasil analisis rumusan ketentuan
umum dan pedoman teknis di bidang

akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
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80.
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83.
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melaksanakan sosialisasi, bimbingan dan
supervisi bidang akuntansi, statistik, dan
pelaporan keuangan;

mengevaluasi hasil pelaksanaan sosialisasi,
bimbingan, dan supervisi di bidang akuntansi,
statistik, dan pelaporan keuangan;
mengevaluasi hasil pelaksanaan monitoring dan
evaluasi di bidang akuntansi, statistik, dan
pelaporan keuangan;

memvalidasi hasil analisis penyusunan laporan
keuangan dan statistik di bidang akuntansi,
statistik, dan pelaporan keuangan;

memvalidasi hasil analisis telaah laporan
keuangan di bidang akuntansi, statistik, dan
pelaporan keuangan;

memvalidasi hasil analisis konsolidasi laporan
keuangan di bidang akuntansi, statistik, dan
pelaporan keuangan;

memvalidasi hasil analisis penyesuaian laporan
keuangan di bidang akuntansi, statistik, dan
pelaporan keuangan;

memvalidasi hasil analisis persiapan proses
pemeriksaan laporan keuangan;

memvalidasi hasil analisis tindak lanjut hasil
pemeriksaan laporan keuangan;

melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, dan
konsultasi pengaturan dan proses bisnis
perbendaharaan;

mengevaluasi  hasil supervisi, = monitoring,
evaluasi, dan konsultasi pengaturan dan proses
bisnis perbendaharaan;

mengevaluasi hasil analisis rumusan standar,
pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan
proses bisnis perbendaharaan;

mengevaluasi permasalahan pelaksanaan

proses bisnis perbendaharaan;
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mengevaluasi hasil analisis pengembangan
proses bisnis dan sistem perbendaharaan
berdasarkan praktik dan teori perbendaharaan;
menyusun strategi pengembangan proses bisnis
perbendaharaan berdasarkan praktik dan teori
perbendaharaan;

menyusun rencana dan sinkronisasi program
kerja sama kelembagaan;

mengevaluasi dan menyusun rekomendasi hasil
analisis program kerja sama kelembagaan di
bidang perbendaharaan;

mengevaluasi  hasil analisis  sinkronisasi
implementasi transformasi kelembagaan;
memvalidasi hasil analisis kinerja dan
implementasi transformasi kelembagaan;
melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi
pencapaian kinerja transformasi kelembagaan;
melakukan analisis kesesuaian dan dampak
pengaturan bidang perbendaharaan antar
instansi;

merumuskan rekomendasi substansi atas
evaluasi kesesuaian dan dampak pengaturan
bidang perbendaharaan tingkat nasional;
memvalidasi hasil analisis kesiapan proses
bisnis dan  sistem  informasi  platform
pembayaran pemerintah;

memvalidasi hasil analisis kesiapan aspek
hukum mitra platform pembayaran pemerintah;
melakukan evaluasi kepatuhan mitra dan
pengguna platform pembayaran pemerintah
terhadap standar dan ketentuan teknis;
menganalisis kepatuhan mitra dan pengguna
platform pembayaran pemerintah terhadap
perjanjian, standar, dan ketentuan teknis dari

aspek hukum;
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melakukan evaluasi atas analisis kepatuhan
terhadap hukum atas layanan platform
pembayaran pemerintah;

menyusun kajian opsi model pengembangan
platform pembayaran pemerintah atas
identifikasi kebutuhan dan permasalahan;
mengevaluasi desain pengembangan sistem
platform pembayaran pemerintah; dan
melakukan evaluasi atas analisis kinerja mitra

platform pembayaran pemerintah; dan

Analis Perbendaharaan Negara Ahli Utama, meliputi:

1.

10.

11.

menyusun instrumen pengembangan data
pelaksanaan anggaran;

menyusun instrumen pengembangan
metodologi untuk monitoring, evaluasi, dan
pembinaan pelaksanaan anggaran;

menyusun  instrumen = baru  pengaturan
pelaksanaan anggaran;

menyusun pengembangan model manajemen
likuiditas kas pemerintah;

menyusun pengembangan program optimalisasi
kas pemerintah;

menyusun konsep pengembangan pengelolaan
treasury dealing room;

menyusun pengembangan metodologi
pengelolaan rekening pemerintah;

menyusun perbaikan konsep pengembangan
pengembalian negara dan perhitungan pihak
ketiga;

menyusun pengembangan standardisasi
pengelolaan investasi pemerintah;

menyusun pengembangan tata kelola
penganggaran investasi pemerintah;

menyusun  strategi  penyelesaian  piutang
pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara,
Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau

Pemerintah Daerah;
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menyusun metodologi supervisi pengelolaan
investasi pemerintah;

menyusun strategi kepatuhan pengelolaan
investasi pemerintah,;

menyusun desain standardisasi pengelolaan
investasi pemerintah;

menyusun rencana strategis penyelesaian
permasalahan implementasi tarif dan
remunerasi Badan Layanan Umum;

menyusun desain pengaturan dan standardisasi
pengelolaan Badan Layanan Umum;

menyusun rencana strategis supervisi atas
pengelolaan Badan Layanan Umum,;

menyusun desain pembinaan, evaluasi,
penilaian, atau pengawasan Badan Layanan
Umum;

melakukan pengembangan skema pengawasan
dan penguatan kompetensi kepada dewan
pengawas Badan Layanan Umum;

menyusun rencana strategis pengelolaan Badan
Layanan Umum Daerah;

menyusun rekomendasi tindak lanjut atas
rumusan sistem akuntansi, statistik, dan
pelaporan keuangan;

menyusun metodologi penyusunan standar,
sistem, dan ketentuan umum/pedoman teknis
di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan
keuangan,;

menyusun desain  supervisi di  bidang
akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
menyusun desain supervisi proses bisnis
perbendaharaan;

menyusun saran substantif atas penyusunan
peraturan perbendaharaan;

menyusun rekomendasi tingkat lanjutan atas
evaluasi kesesuaian dan dampak pengaturan

bidang perbendaharaan tingkat nasional; dan
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27. mengevaluasi desain pengembangan sistem

platform pembayaran pemerintah.

(2) Analis Perbendaharaan Negara yang melaksanakan

kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

nilai

Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam

Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

(3) Rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang jabatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

Instansi Pembina.

Bagian Keempat

Hasil Kerja

Pasal 9

Hasil Kerja tugas jabatan untuk Analis Perbendaharaan

Negara sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (1) sebagai berikut:

a. Analis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama, meliputi:

1.

laporan hasil pengolahan data pelaksanaan
anggaran;

laporan  hasil = pengolahan  data monitoring
pelaksanaan anggaran;

laporan hasil pengolahan data kinerja belanja;
laporan hasil pengolahan data evaluasi teknis
pelaksanaan anggaran;

dokumen bahan  pembinaan dan  supervisi
pelaksanaan anggaran;

laporan hasil bimbingan dan supervisi pelaksanaan
anggaran;

laporan hasil pengolahan data bahan analisis
pengembangan  metodologi untuk = monitoring,
evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan anggaran;
dokumen konsep rumusan substansi teknis
pengaturan pelaksanaan anggaran;

dokumen konsep rumusan standardisasi pengaturan

pelaksanaan anggaran;
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dokumen konsep rumusan penyelesaian
permasalahan pelaksanaan anggaran;

dokumen konsep rumusan pedoman dan petunjuk
teknis pelaksanaan anggaran;

dokumen  hasil pengolahan  bahan  untuk
pendampingan, pemantauan, dan evaluasi
penyusunan pengaturan dan implementasi tuntutan
ganti rugi;

laporan pendampingan, pemantauan, dan evaluasi
penyusunan pengaturan dan implementasi tuntutan
ganti rugi;

dokumen konsep rumusan pedoman dan ketentuan
umum tuntutan ganti rugi;

laporan hasil pengolahan data untuk analisis
perencanaan kas pemerintah;

dokumen hasil pengolahan bahan untuk bimbingan
dan supervisi perencanaan kas pemerintah;

laporan bimbingan dan supervisi perencanaan kas
pemerintah;

laporan hasil pengolahan data wuntuk analisis
likuiditas kas bendahara umum negara;

laporan hasil pengolahan data wuntuk analisis
pengelolaan kas dalam valuta asing;

laporan hasil pengolahan data wuntuk analisis
optimalisasi kas pemerintah melalui penempatan
uang;

laporan hasil pengolahan data wuntuk analisis
optimalisasi kas pemerintah melalui surat berharga
negara;

dokumen rumusan pedoman umum dan ketentuan
teknis treasury dealing room;

laporan hasil pengolahan data wuntuk analisis
pengembangan tata kelola treasury dealing room,;
laporan hasil pengolahan data wuntuk analisis
informasi ekonomi makro, manajemen portofolio,
dan manajemen risiko pengelolaan treasury dealing

room;
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laporan hasil pengolahan data penerimaan kas
negara dari perpajakan dan penerimaan negara
bukan pajak;

laporan hasil pengolahan data pengelolaan lembaga
persepsi penerimaan negara;

laporan hasil pengolahan data pengeluaran kas
negara untuk belanja negara;

laporan hasil pengolahan data pengelolaan bank
operasional,

laporan hasil pengolahan data pengelolaan transaksi
rekening pemerintah;

dokumen rumusan pengaturan pengelolaan rekening
pemerintah;

dokumen hasil pengolahan bahan untuk monitoring
dan evaluasi pengelolaan rekening pemerintah;
laporan  monitoring dan evaluasi pengelolaan
rekening pemerintah;

laporan hasil pengolahan data untuk analisis data
perhitungan pihak ketiga;

laporan hasil pengolahan data rumusan pengaturan
pengembalian penerimaan/belanja negara dan
perhitungan pihak ketiga;

dokumen hasil pengolahan bahan untuk
pelaksanaan bimbingan dan supervisi pengelolaan
rekening pemerintah dan pertanggungjawaban
bendahara;

laporan bimbingan dan supervisi pengelolaan
rekening pemerintah dan pertanggungjawaban
bendahara;

laporan hasil pengolahan data rencana strategis atas
investasi pemerintah;

laporan hasil pengolahan data kelayakan investasi
pemerintah;

laporan hasil pengolahan data rumusan
penganggaran investasi pemerintah;

laporan hasil pengolahan data tren dan indikator

lingkungan investasi pemerintah;
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laporan hasil pengolahan data rekonsiliasi investasi
pemerintah;

laporan hasil pengolahan data penyelesaian piutang
negara pada Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Daerah, dan/atau Pemerintah Daerah;
laporan hasil pengolahan data untuk analisis
pengembalian investasi pemerintah;

laporan hasil pengolahan data statistik pelaksanaan
investasi pemerintah;

laporan hasil pengolahan data indikator kinerja
investasi pemerintah;

dokumen rumusan pengembangan sistem
kelembagaan operator investasi;

dokumen hasil pengolahan bahan supervisi,
monitoring, dan evaluasi pengelolaan investasi
pemerintah;

laporan pelaksanaan supervisi, monitoring, dan
evaluasi atas pengelolaan investasi pemerintah;
dokumen rumusan bahan perjanjian dan kepatuhan
di bidang investasi pemerintah;

laporan hasil pengolahan data kesesuaian dan
dampak hukum terkait investasi pemerintah;
dokumen rumusan substansi pengaturan dan
standardisasi pengelolaan investasi pemerintah;
laporan hasil pengolahan data usulan tarif layanan
dan remunerasi Badan Layanan Umum;

laporan hasil pengolahan data rumusan penetapan
tarif layanan dan remunerasi Badan Layanan
Umum;

laporan hasil pengolahan data permasalahan
implementasi tarif layanan dan remunerasi Badan
Layanan Umum;

laporan hasil pengolahan data perkembangan
implementasi tarif layanan dan remunerasi Badan
Layanan Umum;

dokumen rumusan substansi pengaturan dan

standardisasi pengelolaan Badan Layanan Umum,;
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dokumen rumusan kajian pengembangan
pengelolaan Badan Layanan Umum;

laporan hasil pengolahan data untuk pengembangan
penyajian data dan informasi pengelolaan Badan
Layanan Umum;

laporan hasil pengolahan data usulan pembentukan
Badan Layanan Umum pada Instansi Pemerintah;
laporan hasil pengolahan data usulan penetapan
status Badan Layanan Umum,;

laporan hasil pengolahan data pedoman supervisi,
bimbingan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan
Badan Layanan Umum,;

laporan pembinaan kegiatan supervisi, bimbingan,
monitoring, dan evaluasi pengelolaan Badan Layanan
Umum;

dokumen rumusan pedoman pengawasan Kkinerja
pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum oleh
dewan pengawas;

bahan pengawasan, penguatan kompetensi,
pemantauan, dan evaluasi kinerja dewan pengawas;
dokumen rumusan persetujuan pengangkatan,
penggantian, dan pemberhentian dewan pengawas;
dokumen hasil pengolahan bahan penyiapan
asistensi dan bantuan teknis Badan Layanan Umum
Daerah;

laporan asistensi dan pendampingan kepada Badan
Layanan Umum Daerah;

dokumen rumusan standar akuntansi, statistik, dan
pelaporan keuangan;

dokumen rumusan sistem akuntansi, statistik, dan
pelaporan keuangan;

dokumen rumusan ketentuan umum dan pedoman
teknis di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan
keuangan,;

dokumen hasil pengolahan bahan sosialisasi,
bimbingan dan supervisi bidang akuntansi, statistik,

dan pelaporan keuangan;
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laporan sosialisasi, bimbingan dan supervisi bidang
akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
laporan hasil pengolahan data monitoring dan
evaluasi di bidang akuntansi, statistik, dan
pelaporan keuangan;

laporan hasil pengolahan data penyusunan laporan
keuangan dan statistik di bidang akuntansi,
statistik, dan pelaporan keuangan;

laporan hasil pengolahan data telaah atas laporan
keuangan di bidang akuntansi, statistik, dan
pelaporan keuangan;

laporan hasil pengolahan data konsolidasi laporan
keuangan di bidang akuntansi, statistik, dan
pelaporan keuangan;

laporan hasil pengolahan data penyesuaian laporan
keuangan di bidang akuntansi, statistik, dan
pelaporan keuangan;

laporan hasil pengolahan data persiapan proses
pemeriksaan laporan keuangan;

laporan hasil pengolahan data tindak lanjut hasil
pemeriksaan laporan keuangan;

bahan supervisi, monitoring, evaluasi, dan konsultasi
pengaturan dan proses bisnis perbendaharaan;
laporan  supervisi, monitoring, evaluasi, dan
konsultasi pengaturan dan proses bisnis
perbendaharaan;

dokumen rumusan standar, pedoman, dan petunjuk
teknis pelaksanaan proses bisnis perbendaharaan;
dokumen rumusan pengembangan proses bisnis dan
sistem perbendaharaan berdasarkan praktik dan
teori perbendaharaan;

dokumen  kebutuhan  program  kerja  sama
kelembagaan di bidang perbendaharaan;

dokumen implementasi transformasi kelembagaan;
laporan hasil pengolahan data kinerja dan

implementasi transformasi kelembagaan;
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laporan  supervisi, monitoring, dan evaluasi
pencapaian kinerja transformasi kelembagaan;
dokumen penyiapan analisis kesesuaian dan
dampak pengaturan perbendaharaan;

dokumen kesesuaian dan dampak pengaturan
tingkat unit kerja;

laporan hasil identifikasi data kesiapan proses bisnis
dan sistem informasi mitra platform pembayaran
pemerintah;

laporan hasil identifikasi data informasi kesiapan
aspek hukum  mitra platform  pembayaran
pemerintah;

laporan hasil identifikasi data informasi kepatuhan
mitra dan pengguna platform = pembayaran
pemerintah;

laporan hasil pengolahan data legalitas atas layanan
platform pembayaran pemerintah;

dokumen kebutuhan pengembangan dan
permasalahan platform pembayaran pemerintah;
dan

dokumen identifikasi data konfirmasi transaksi

mitra platform pembayaran pemerintah;

Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda, meliputi:

1.
2.

laporan analisis data pelaksanaan anggaran;

laporan analisis data monitoring pelaksanaan
anggaran;

laporan analisis data kinerja belanja;

laporan analisis data evaluasi teknis pelaksanaan
anggaran;

laporan hasil bimbingan dan supervisi pelaksanaan
anggaran;

laporan hasil analisis hasil bimbingan dan supervisi
pelaksanaan anggaran;

laporan analisis data pengembangan metodologi
untuk  monitoring, evaluasi, dan pembinaan

pelaksanaan anggaran;
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dokumen analisis rumusan substansi teknis
pengaturan pelaksanaan anggaran;

dokumen analisis rumusan standardisasi
pengaturan pelaksanaan anggaran;

dokumen analisis rumusan penyelesaian
permasalahan pelaksanaan anggaran;

dokumen analisis rumusan pedoman dan petunjuk
teknis pelaksanaan anggaran;

laporan pendampingan, pemantauan, dan evaluasi
penyusunan pengaturan dan implementasi tuntutan
ganti rugi;

laporan analisis hasil pendampingan, pemantauan,
dan evaluasi penyusunan pengaturan dan
implementasi tuntutan ganti rugi;

dokumen analisis rumusan pedoman dan ketentuan
umum tuntutan ganti rugi;

laporan analisis perencanaan kas pemerintah;
laporan bimbingan dan supervisi perencanaan kas
pemerintah;

laporan analisis likuiditas kas bendahara umum
negara;

laporan analisis pengelolaan kas dalam valuta asing;
laporan analisis optimalisasi kas pemerintah melalui
penempatan uang;

laporan analisis optimalisasi kas pemerintah melalui
surat berharga negara;

dokumen analisis rumusan pedoman umum dan
ketentuan teknis treasury dealing room;

laporan analisis pengembangan tata kelola treasury
dealing room;

laporan  analisis informasi ekonomi makro,
manajemen portofolio, dan manajemen risiko
pengelolaan treasury dealing room;

laporan analisis penerimaan kas negara dari
perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak;
laporan  pelaksanaan manajemen  pengelolaan

lembaga persepsi penerimaan negara,;
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laporan analisis pengeluaran kas negara,;

laporan analisis pengelolaan bank operasional;
laporan analisis pengelolaan transaksi rekening
pemerintah;

dokumen analisis rumusan pengaturan pengelolaan
rekening pemerintah;

laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan
rekening pemerintah;

laporan analisis data perhitungan pihak ketiga;
dokumen analisis rumusan pengaturan
pengembalian penerimaan/belanja negara dan
perhitungan pihak ketiga;

laporan bimbingan dan supervisi pengelolaan
rekening pemerintah dan pertanggungjawaban
bendahara;

laporan analisis rencana strategis atas investasi
pemerintah;

laporan  analisis data  kelayakan  investasi
pemerintah;

dokumen analisis rumusan penganggaran investasi
pemerintah;

laporan analisis tren dan indikator lingkungan
investasi pemerintah;

laporan  analisis data rekonsiliasi investasi
pemerintah;

laporan analisis data penyelesaian piutang negara
pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
Daerah, dan/atau Pemerintah Daerah;

laporan analisis data pengembalian investasi
pemerintah;

laporan analisis statistik pelaksanaan investasi
pemerintah;

laporan analisis data kinerja investasi pemerintah;
laporan analisis atas rumusan pengembangan
sistem kelembagaan operator investasi;

laporan analisis data supervisi, monitoring, dan

evaluasi pengelolaan investasi pemerintah;
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laporan pelaksanaan supervisi, monitoring, dan
evaluasi atas pengelolaan investasi pemerintah;
dokumen analisis rumusan perjanjian dan
kepatuhan di bidang investasi pemerintah;

laporan analisis kesesuaian dan dampak hukum
terkait investasi pemerintah;

dokumen analisis rumusan substansi pengaturan
dan standardisasi pengelolaan investasi pemerintah;
laporan analisis usulan tarif layanan dan
remunerasi Badan Layanan Umum;

dokumen analisis rumusan penetapan tarif layanan
dan remunerasi Badan Layanan Umum;

laporan analisis data permasalahan implementasi
tarif layanan dan remunerasi Badan Layanan
Umum;

laporan analisis data perkembangan implementasi
tarif layanan dan remunerasi Badan Layanan
Umum;

dokumen analisis rumusan substansi pengaturan
dan standardisasi pengelolaan Badan Layanan
Umum;

laporan analisis kajian pengembangan pengelolaan
Badan Layanan Umum;

laporan analisis bahan pengembangan penyajian
data dan informasi pengelolaan Badan Layanan
Umum;

laporan analisis usulan pembentukan Badan
Layanan Umum pada Instansi Pemerintah;

laporan analisis usulan penetapan status Badan
Layanan Umum;

dokumen analisis rumusan pedoman supervisi,
bimbingan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan
Badan Layanan Umum;

laporan supervisi, bimbingan, monitoring, dan

evaluasi pengelolaan Badan Layanan Umum;
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dokumen analisis rumusan pedoman pengawasan
kinerja pengelolaan keuangan Badan Layanan
Umum oleh dewan pengawas;

laporan analisis bahan pengawasan, penguatan
kompetensi, pemantauan, dan evaluasi kinerja
dewan pengawas;

laporan  pengawasan, penguatan kompetensi,
pemantauan, dan evaluasi kinerja dewan pengawas;
dokumen analisis rumusan persetujuan
pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian
dewan pengawas;

laporan analisis bahan penyiapan asistensi dan
bantuan teknis Badan Layanan Umum Daerah;
laporan asistensi dan pendampingan kepada Badan
Layanan Umum Daerah;

dokumen analisis rumusan standar akuntansi,
statistik, dan pelaporan keuangan;

dokumen analisis rumusan sistem akuntansi,
statistik, dan pelaporan keuangan;

dokumen analisis rumusan ketentuan umum dan
pedoman teknis di bidang akuntansi, statistik, dan
pelaporan keuangan;

laporan sosialisasi, bimbingan dan supervisi bidang
akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
laporan monitoring dan evaluasi di bidang akuntansi,
statistik, dan pelaporan keuangan;

laporan analisis penyusunan laporan keuangan dan
statistik di bidang akuntansi, statistik, dan
pelaporan keuangan;

laporan analisis telaah laporan keuangan di bidang
akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
laporan analisis konsolidasi laporan keuangan di
bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan
keuangan,;

laporan analisis penyesuaian laporan keuangan di
bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan

keuangan;
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laporan analisis persiapan proses pemeriksaan
laporan keuangan;

laporan analisis tindak lanjut hasil pemeriksaan
laporan keuangan;

laporan analisis bahan supervisi, monitoring,
evaluasi, dan konsultasi pengaturan dan proses
bisnis perbendaharaan;

laporan  supervisi, monitoring, evaluasi, dan
konsultasi  pengaturan dan = proses bisnis
perbendaharaan;

dokumen analisis rumusan standar, pedoman, dan
petunjuk  teknis pelaksanaan proses bisnis
perbendaharaan;

laporan analisis permasalahan terkait pelaksanaan
proses bisnis perbendaharaan;

dokumen analisis rumusan pengembangan proses
bisnis dan sistem perbendaharaan berdasarkan
praktik dan teori perbendaharaan;

dokumen strategi pengembangan proses bisnis
perbendaharaan berdasarkan praktik dan teori
perbendaharaan;

dokumen rencana dan sinkronisasi program kerja
sama kelembagaan;

laporan analisis program kerja sama kelembagaan di
bidang perbendaharaan;

laporan analisis sinkronisasi implementasi
transformasi kelembagaan;

laporan  analisis kinerja dan implementasi
transformasi kelembagaan;

laporan  supervisi, @ monitoring, dan  evaluasi
pencapaian kinerja transformasi kelembagaan;
laporan analisis kesesuaian dan dampak pengaturan
bidang perbendaharaan tingkat instansi;

laporan evaluasi hasil analisis kesesuaian dan
dampak pengaturan bidang perbendaharaan tingkat

nasional;
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90. laporan analisis kesiapan proses bisnis dan sistem
informasi mitra platform pembayaran pemerintah;

91. laporan analisis kesiapan aspek hukum mitra
platform pembayaran pemerintah;

92. laporan analisis kepatuhan mitra platform
pembayaran pemerintah terhadap standar dan
ketentuan teknis;

93. laporan analisis kepatuhan mitra dan pengguna
platform pembayaran pemerintah terhadap
perjanjian, standar dan ketentuan teknis dari aspek
hukum;

94. laporan analisis informasi dan potensi tindakan
hukum terkait legalitas atas layanan platform
pembayaran pemerintah;

95. laporan analisis identifikasi kebutuhan dan
permasalahan dalam pengembangan  platform
pembayaran pemerintah; dan

96. laporan analisis informasi transaksi mitra platform
pembayaran pemerintah;

Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya, meliputi:

1. dokumen rekomendasi pelaksanaan anggaran;

2. dokumen rekomendasi monitoring pelaksanaan
anggaran;
dokumen rekomendasi kinerja belanja;
dokumen rekomendasi evaluasi teknis pelaksanaan
anggaran;

5. laporan bimbingan dan supervisi pelaksanaan
anggaran;

6. dokumen rekomendasi bimbingan dan supervisi
pelaksanaan anggaran;

7. dokumen rekomendasi pengembangan metodologi
untuk  monitoring, evaluasi, dan pembinaan
pelaksanaan anggaran;

8. dokumen evaluasi hasil analisis rumusan substansi
teknis pengaturan pelaksanaan anggaran,;

9. dokumen evaluasi hasil analisis rumusan

standardisasi pengaturan pelaksanaan anggaran;
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dokumen  evaluasi hasil analisis rumusan
penyelesaian permasalahan pelaksanaan anggaran;
dokumen evaluasi hasil analisis rumusan pedoman
dan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran;

laporan pendampingan, pemantauan, dan evaluasi
penyusunan pengaturan dan implementasi tuntutan
ganti rugi;

laporan evaluasi pendampingan, pemantauan, dan
evaluasi penyusunan pengaturan dan implementasi
tuntutan ganti rugi;

dokumen evaluasi rumusan pedoman dan ketentuan
umum tuntutan ganti rugi;

dokumen rekomendasi perencanaan kas pemerintah;
laporan bimbingan dan supervisi perencanaan kas
pemerintah;

dokumen rekomendasi bimbingan dan supervisi
perencanaan kas pemerintah;

dokumen rekomendasi likuiditas kas bendahara
umum negara;

dokumen rekomendasi pengelolaan kas dalam valuta
asing;

dokumen rekomendasi optimalisasi kas pemerintah
melalui penempatan uang;

dokumen rekomendasi optimalisasi kas pemerintah
melalui surat berharga negara;

dokumen rekomendasi rumusan pedoman umum
dan ketentuan teknis treasury dealing room;
dokumen rekomendasi tata kelola treasury dealing
room,

dokumen rekomendasi ekonomi makro, manajemen
portofolio, dan manajemen risiko pengelolaan
treasury dealing room;

dokumen rekomendasi penerimaan kas negara dari
perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak;
dokumen rekomendasi pengelolaan lembaga persepsi
penerimaan negara;

dokumen rekomendasi pengeluaran kas negara;
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dokumen rekomendasi pengelolaan bank
operasional,

dokumen rekomendasi pengelolaan transaksi
rekening pemerintah;

dokumen  rekomendasi rumusan  pengaturan
pengelolaan rekening pemerintah;

dokumen hasil evaluasi monitoring dan evaluasi
pengelolaan rekening pemerintah;

dokumen hasil validasi perhitungan pihak ketiga;
dokumen hasil evaluasi rumusan pengaturan
pengembalian penerimaan/belanja negara dan
perhitungan pihak ketiga;

laporan bimbingan dan supervisi pengelolaan
rekening pemerintah dan pertanggungjawaban
bendahara;

dokumen hasil evaluasi bimbingan dan supervisi
pengelolaan rekening pemerintah dan
pertanggungjawaban bendahara;

dokumen hasil evaluasi rencana strategis investasi
pemerintah;

dokumen rekomendasi kelayakan investasi
pemerintah;

dokumen hasil evaluasi rumusan penganggaran
investasi pemerintah;

dokumen  rekomendasi tren dan  indikator
lingkungan investasi pemerintah;

dokumen  rekomendasi rekonsiliasi investasi
pemerintah;

dokumen rekomendasi penyelesaian piutang negara
pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
Daerah, dan/atau Pemerintah Daerah;

dokumen rekomendasi pengembalian investasi
pemerintah;

dokumen  rekomendasi  statistik  pelaksanaan
investasi pemerintah;

dokumen rekomendasi kinerja investasi pemerintah;
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dokumen rekomendasi pengembangan  sistem
kelembagaan operator investasi;

laporan pelaksanaan supervisi, monitoring, dan
evaluasi atas pengelolaan investasi pemerintah;
laporan hasil evaluasi supervisi, monitoring, dan
evaluasi atas pengelolaan investasi pemerintah;
dokumen rekomendasi rumusan perjanjian dan
kepatuhan investasi pemerintah;

dokumen rekomendasi kesesuaian dan dampak
hukum terkait investasi pemerintah;

dokumen rekomendasi rumusan substansi
pengaturan dan standardisasi pengelolaan investasi
pemerintah;

dokumen rekomendasi usulan tarif layanan dan
remunerasi Badan Layanan Umum;

dokumen rekomendasi rumusan penetapan tarif
layanan dan remunerasi Badan Layanan Umum,;
laporan evaluasi permasalahan implementasi tarif
layanan dan remunerasi Badan Layanan Umum;
dokumen rekomendasi perkembangan implementasi
tarif layanan dan remunerasi Badan Layanan
Umum;

dokumen rekomendasi rumusan substansi
pengaturan dan standardisasi pengelolaan Badan
Layanan Umum;

dokumen rekomendasi rumusan kajian
pengembangan pengelolaan Badan Layanan Umum;
dokumen rekomendasi atas evaluasi pengembangan
penyajian data dan informasi pengelolaan Badan
Layanan Umum;

dokumen rekomendasi pengembangan penyajian
data dan informasi pengelolaan Badan Layanan
Umum;

dokumen rekomendasi usulan pembentukan Badan
Layanan Umum pada Instansi Pemerintah;

dokumen rekomendasi usulan penetapan status

Badan Layanan Umum;
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laporan supervisi, bimbingan, monitoring, dan
evaluasi pengelolaan Badan Layanan Umum;

laporan evaluasi supervisi, bimbingan, monitoring,
dan evaluasi pengelolaan Badan Layanan Umum;
dokumen rekomendasi rumusan pedoman
pengawasan kinerja pengelolaan keuangan Badan
Layanan Umum oleh dewan pengawas;

laporan  pengawasan, penguatan kompetensi,
pemantauan, dan evaluasi kinerja dewan pengawas;
dokumen rekomendasi pengawasan, penguatan
kompetensi, pemantauan, dan evaluasi kinerja
dewan pengawas;

dokumen rekomendasi rumusan  persetujuan
pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian
dewan pengawas;

laporan asistensi dan pendampingan kepada Badan
Layanan Umum Daerah;

laporan hasil evaluasi asistensi dan pendampingan
kepada Badan Layanan Umum Daerah;

dokumen rekomendasi rumusan standar akuntansi,
statistik, dan pelaporan keuangan;

dokumen rekomendasi rumusan sistem akuntansi,
statistik, dan pelaporan keuangan;

dokumen rekomendasi rumusan ketentuan umum
dan pedoman teknis di bidang akuntansi, statistik,
dan pelaporan keuangan;

laporan sosialisasi, bimbingan dan supervisi bidang
akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan bimbingan
dan supervisi bidang akuntansi, statistik, dan
pelaporan keuangan;

laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan monitoring
dan evaluasi bidang akuntansi, statistik, dan
pelaporan keuangan;

dokumen  rekomendasi penyusunan = laporan
keuangan dan statistik di bidang akuntansi,

statistik, dan pelaporan keuangan;
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dokumen rekomendasi telaah laporan keuangan di
bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan
keuangan,;

dokumen rekomendasi konsolidasi laporan
keuangan di bidang akuntansi, statistik, dan
pelaporan keuangan;

dokumen  rekomendasi  penyesuaian laporan
keuangan di bidang akuntansi, statistik, dan
pelaporan keuangan;

dokumen rekomendasi persiapan proses
pemeriksaan laporan keuangan;

dokumen  rekomendasi tindak lanjut hasil
pemeriksaan laporan keuangan;

laporan  supervisi, monitoring, evaluasi, dan
konsultasi pengaturan dan proses bisnis
perbendaharaan;

laporan evaluasi supervisi, monitoring, evaluasi, dan
konsultasi pengaturan dan proses bisnis
perbendaharaan;

dokumen rekomendasi rumusan standar, pedoman,
dan petunjuk teknis pelaksanaan proses bisnis
perbendaharaan;

dokumen rekomendasi permasalahan pelaksanaan
proses bisnis perbendaharaan;

dokumen rekomendasi pengembangan proses bisnis
dan sistem perbendaharaan berdasarkan praktik
dan teori perbendaharaan;

dokumen strategi pengembangan proses bisnis
perbendaharaan berdasarkan praktik dan teori
perbendaharaan;

dokumen rencana dan sinkronisasi program kerja
sama kelembagaan;

laporan evaluasi program kerja sama kelembagaan
di bidang perbendaharaan;

dokumen rekomendasi sinkronisasi implementasi

transformasi kelembagaan;
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90. dokumen rekomendasi kinerja dan implementasi
transformasi kelembagaan;

91. laporan supervisi, monitoring, dan  evaluasi
pencapaian kinerja transformasi kelembagaan;

92. dokumen rekomendasi kesesuaian dan dampak
pengaturan bidang perbendaharaan antar instansi;

93. dokumen rekomendasi substansi atas evaluasi
kesesuaian dan dampak pengaturan bidang
perbendaharaan tingkat nasional;

94. dokumen rekomendasi kesiapan proses bisnis dan
sistem informasi platform pembayaran pemerintah;

95. dokumen rekomendasi kesiapan aspek hukum mitra
platform pembayaran pemerintah;

96. dokumen rekomendasi kepatuhan mitra dan
pengguna  platform pembayaran pemerintah
terhadap standar dan ketentuan teknis;

97. dokumen rekomendasi kepatuhan mitra dan
pengguna platform pembayaran pemerintah
terhadap perjanjian, standar dan ketentuan teknis
dari aspek hukum;

98. dokumen rekomendasi kepatuhan terhadap hukum
atas layanan platform pembayaran pemerintah;

99. dokumen rekomendasi model pengembangan
platform pembayaran pemerintah atas identifikasi
kebutuhan dan permasalahan;

100.dokumen evaluasi desain pengembangan sistem
platform pembayaran pemerintah; dan

101.dokumen rekomendasi kinerja mitra platform
pembayaran pemerintah;

Analis Perbendaharaan Negara Ahli Utama, meliputi:

1. dokumen pengembangan data pelaksanaan
anggaran;

2. dokumen pengembangan metodologi untuk
monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan
anggaran;

3. dokumen pengembangan pengaturan pelaksanaan

anggaran;
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dokumen pengembangan model manajemen
likuiditas kas pemerintah;

dokumen pengembangan program optimalisasi kas
pemerintah;

dokumen pengembangan pengelolaan treasury
dealing room,;

dokumen pengembangan pengelolaan rekening
pemerintah;

dokumen pengembangan pengembalian negara dan
perhitungan pihak ketiga;

dokumen pengembangan standardisasi pengelolaan
investasi pemerintah;

dokumen pengembangan tata kelola penganggaran
investasi pemerintah;

dokumen pengembangan strategi penyelesaian
piutang pemerintah kepada Badan Usaha Milik
Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau
Pemerintah Daerah;

dokumen  pengembangan = strategi  kepatuhan
pengelolaan investasi pemerintah;

dokumen strategi kepatuhan pengelolaan investasi
pemerintah;

desain standardisasi pengelolaan investasi
pemerintah;

dokumen strategi penyelesaian permasalahan
implementasi tarif dan remunerasi Badan Layanan
Umum;

desain pengaturan dan standardisasi pengelolaan
Badan Layanan Umum;

dokumen  rencana  strategis supervisi atas
pengelolaan Badan Layanan Umum;

desain pembinaan, evaluasi, penilaian, atau
pengawasan Badan Layanan Umum;

dokumen pengembangan skema pengawasan dan
penguatan kompetensi kepada dewan pengawas

Badan Layanan Umum;
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20. dokumen rencana strategis pengelolaan Badan
Layanan Umum Daerah;

21. dokumen rekomendasi tindak lanjut atas rumusan
sistem  akuntansi, statistik, dan pelaporan
keuangan;

22. dokumen pengembangan penyusunan standar,
sistem, dan ketentuan umum/pedoman teknis di
bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan
keuangan;

23. desain supervisi di bidang akuntansi, statistik, dan
pelaporan keuangan;

24. desain supervisi proses bisnis perbendaharaan;

25. dokumen rekomendasi saran substantif atas
penyusunan peraturan perbendaharan;

26. dokumen rekomendasi tingkat lanjutan atas evaluasi
kesesuaian dan dampak pengaturan bidang
perbendaharaan tingkat nasional; dan

27. dokumen rekomendasi desain pengembangan sistem

platform pembayaran pemerintah.

Pasal 10
Dalam hal unit kerja tidak terdapat Analis Perbendaharaan
Negara yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk
melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (1), Analis Perbendaharaan Negara yang berada 1 (satu)
tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang
jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan
penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang

bersangkutan.

Pasal 11
(1) Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:
a. Analis Perbendaharaan Negara yang melaksanakan
tugas Analis Perbendaharaan Negara yang berada
satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka

Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan
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puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir
kegiatan; dan

b. Analis Perbendaharaan Negara yang melaksanakan

tugas Analis Perbendaharaan Negara yang berada

satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka

Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus

persen) dari Angka Kredit dari setiap butir kegiatan.

(2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12
Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam
Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara yaitu
pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 13
Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analis
Perbendaharaan Negara dilakukan melalui:
a. pengangkatan pertama;
b. perpindahan dari jabatan lain; dan

C. promosi.
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Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

Pasal 14

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis

Perbendaharaan Negara melalui pengangkatan pertama

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Dberstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. Dberijazah paling rendah sarjana atau diploma empat
bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen,
administrasi, hukum, kebijakan publik, atau sistem
informasi/teknologi; dan

e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam
1 (satu) tahun terakhir.

Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan

kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan

Negara dari calon PNS.

Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah

diangkat sebagai PNS, paling lama 1 (satu) tahun wajib

diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis

Perbendaharaan Negara.

PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional

Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun harus mengikuti

dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Analis

Perbendaharaan Negara.

Analis Perbendaharaan Negara yang belum mengikuti

dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan

fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atasnya.

Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam

Jabatan Fungsional Analis Perbendaharan Negara dinilai
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dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas

Jabatan Fungsional Analis Perbendaharan Negara.

Bagian Ketiga

Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis

Perbendaharaan Negara melalui perpindahan dari

jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

huruf b dapat dipertimbangkan dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. Dberstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. Dberijazah paling rendah sarjana atau diploma empat
bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen,
administrasi, hukum, kebijakan publik, sistem
informasi/teknologi, atau kualifikasi pendidikan lain
yang sesuai dengan tugas jabatan yang ditentukan
oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional
Analis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama,
Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara
Ahli Muda, dan Jabatan Fungsional Analis
Perbendaharaan Negara Ahli Madya;

e. Dberijazah paling rendah magister sesuai dengan
kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas
jabatan yang ditentukan oleh Instansi Pembina
untuk Analis Perbendaharaan Negara Ahli Utama,;

f.  mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar
Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi
Pembina;

g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di
bidang Perbendaharaan Negara paling singkat 2
(dua) tahun;

h. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam

2 (dua) tahun terakhir; dan
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i.  berusia paling tinggi:

1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan
menduduki  Jabatan Fungsional = Analis
Perbendaharaan Negara Ahli Pertama dan
Analis Analis Perbendaharaan Negara Ahli
Muda;

2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan
menduduki  Jabatan Fungsional  Analis
Perbendaharaan Negara Ahli Madya;

3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan
menduduki  Jabatan Fungsional  Analis
Perbendaharaan Negara Ahli Utama untuk PNS
yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi;
dan

4. 63 (enam puluh tiga) tahun bagi yang akan
menduduki  Jabatan Fungsional = Analis
Perbendaharaan Negara Ahli Utama untuk PNS
yang telah menduduki Jabatan Fungsional
lainnya dengan jenjang ahli utama.

Pengangkatan Jabatan Fungsional Analis
Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan
kebutuhan untuk jenjang jabatan Analis Perbendaharaan
Negara yang akan diduduki.

Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang
dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai
dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan
mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan
tugas di bidang Perbendaharaan Negara.

Pengangkatan Analis Perbendaharaan Negara Ahli Utama
dari pejabat fungsional ahli utama lain melalui
perpindahan  harus mempertimbangkan lowongan

kebutuhan untuk  Jabatan Fungsional Analis
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Perbendaharaan Negara Ahli Utama yang akan diduduki

dan mendapat persetujuan Menteri.

Bagian Keempat

Promosi

Pasal 16

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis

Perbendaharaan Negara melalui promosi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 huruf c ditetapkan berdasarkan

kriteria:

a. termasuk dalam rencana suksesi;

b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan
kepentingan nasional dan diakui oleh lembaga
pemerintah terkait bidang inovasinya; dan

c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang Jabatan
Fungsional Analis Perbendaharaan Negara yang akan

diduduki.

Pasal 17

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis
Perbendaharaan Negara melalui promosi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan dalam hal:

a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional
Analis Perbendaharaan Negara; atau

b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis
Perbendaharaan Negara satu tingkat lebih tinggi.

(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis
Perbendaharaan Negara melalui promosi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:

a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan
Standar Kompetensi yang telah disusun oleh
Instansi Pembina;

b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam
2 (dua) tahun terakhir;

c. memiliki rekam jejak yang baik;
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d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan
profesi PNS; dan
e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis
Perbendaharaan  Negara melalui promosi harus
mempertimbangkan  lowongan  kebutuhan  jenjang
Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan
Fungsional Analis Perbendaharaan Negara melalui
promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan di
bidang Perbendaharaan Negara.
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis
Perbendaharaan Negara melalui promosi dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB VI
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH /JANJI

Pasal 18
Setiap PNS yang diangkat menjadi Analis
Perbendaharaan Negara wajib dilantik dan diambil
sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya
kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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BAB VII
PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

Penilaian  kinerja Analis Perbendaharaan Negara
bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang
didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.

Penilaian  kinerja Analis Perbendaharaan Negara
dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat
individu dan tingkat wunit atau organisasi dengan
memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang
dicapai, serta perilaku PNS.

Penilaian kinerja Analis Perbendaharaan Negara
dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel,
partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 20
Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
meliputi:
a. SKP; dan
b. perilaku kerja.

(1)

Bagian Kedua

SKP

Paragraf 1

Umum

Pasal 21
Analis Perbendaharaan Negara wajib menyusun SKP

setiap awal tahun.
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SKP merupakan target kinerja Analis Perbendaharaan
Negara berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang
bersangkutan.

SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari
uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari

penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 22

Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (2) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka
Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas
tambahan.

Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diuraikan dalam bentuk butir kegiatan tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan

penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 23
Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sebagai dasar untuk
penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh atasan
langsung.
Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Hasil penilaian SKP Analis Perbendaharaan Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai

capaian SKP.
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Paragraf 2
Target Angka Kredit

Pasal 24
Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 ayat (2) bagi Analis Perbendaharaan Negara setiap
tahun ditetapkan paling sedikit:
a. 12,5 (dua belas koma Ilima) untuk Analis
Perbendaharaan Negara Ahli Pertama;
b. 25 (dua puluh lima) untuk Analis Perbendaharaan
Negara Ahli Muda;
c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Analis
Perbendaharaan Negara Ahli Madya; dan
d. 50 (lima puluh) untuk Analis Perbendaharaan
Negara Ahli Utama.
Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d tidak berlaku bagi Analis Perbendaharaan Negara
Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam
jenjang jabatan yang didudukinya.
Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), Analis Perbendaharaan Negara wajib
memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
Ketentuan mengenai perhitungan target Angka Kredit dan
Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

Paragraf 3

Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 25
Analis Perbendaharaan Negara yang telah memenuhi
syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih
tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang
jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib

memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit:
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a. 10 (sepuluh) untuk Analis Perbendaharaan Negara
Ahli Pertama;

b. 20 (dua puluh) untuk Analis Perbendaharaan Negara
Ahli Muda; dan

c. 30 (tiga puluh) untuk Analis Perbendaharaan Negara
Ahli Madya.

Analis Perbendaharaan Negara Ahli Utama yang

menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap

tahun sejak menduduki pangkatnya wajib

mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka

Kredit.

Bagian Ketiga

Perilaku Kerja

Pasal 26

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b

ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan

Fungsional Analis Perbendaharaan Negara dan dinilai sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

BAB VIII
PENILAIAN DAN PAK

Bagian Kesatu

Penilaian dan PAK

Pasal 27

Capaian SKP Analis Perbendaharaan Negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4)
disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan
penilaian sebagai capaian Angka Kredit.

Capaian Angka Kredit Analis Perbendaharaan Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling
tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka
Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

dan Pasal 25.



(3)

63. 2021, No. 1010

Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang
dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau
jabatan, capaian Angka Kredit Analis Perbendaharaan
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan
kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan
Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.

PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan
sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan
setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja,
Analis Perbendaharaan Negara mendokumentasikan
Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang
ditetapkan setiap tahunnya.

Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam
pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat
meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik
Hasil Kerja Analis Perbendaharaan Negara.

Hasil penilaian dan PAK Analis Perbendaharaan Negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat
(3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam

penilaian kinerja Analis Perbendaharaan Negara.

Bagian Kedua

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 29

Usul PAK Analis Perbendaharaan Negara diajukan oleh:

a.

pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi
perbendaharaan negara kepada pimpinan Instansi
Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Perbendaharaan
Negara Ahli Utama;

pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi

perbendaharaan negara pada unit kerja jabatan
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pimpinan tinggi madya yang membidangi
perbendaharaan negara—pada kantor pusat kepada
pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
kesekretariatan pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi
madya yang membidangi Perbendaharaan Negara untuk
Angka Kredit Analis Perbendaharaan Negara Ahli
Pertama, Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda, dan
Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya di lingkungan
unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang
membidangi perbendaharaan negara pada kantor pusat;
dan

pejabat administrator yang membidangi kepegawaian
pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama yang
membidangi perbendaharaan negara pada kantor wilayah
kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang
membidangi perbendaharaan negara pada kantor wilayah
untuk Angka Kredit Analis Perbendaharaan Negara Ahli
Pertama, Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda, dan
Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya di lingkungan
unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama yang
membidangi perbendaharaan negara pada kantor

wilayah.

Bagian Ketiga
Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 30

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit

Analis Perbendaharaan Negara, yaitu:

a.

pimpinan Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi
Analis Perbendaharaan Negara Ahli Utama;

pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
kesekretariatan pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi
madya yang membidangi perbendaharaan negara untuk
Angka Kredit Analis Perbendaharaan Negara Ahli
Pertama, Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda, dan

Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya di lingkungan
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unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang
membidangi perbendaharaan negara pada kantor pusat;
dan

pimpinan tinggi pratama yang membidangi
perbendaharaan negara pada kantor wilayah untuk
Angka Kredit Analis Perbendaharaan Negara Ahli
Pertama, Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda, dan
Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya di lingkungan
unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama yang
membidangi perbendaharaan negara pada kantor

wilayah.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 31

Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 dibantu oleh Tim Penilai.

Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memiliki tugas:

a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang
dilakukan oleh pejabat penilai;

b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan
nilai capaian tugas jabatan;

c. memberikan rekomendasi kenaikan = pangkat
dan/atau jenjang jabatan;

d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;

e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian
capaian tugas jabatan;

f.  memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan

g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat
yang Berwenang dalam pengembangan PNS,
pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan
dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Analis
Perbendaharaan Negara dalam pendidikan dan

pelatihan.
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Tim Penilai Analis Perbendaharaan Negara terdiri atas:

a.

Tim Penilai pusat bagi pimpinan Instansi Pembina
untuk Angka Kredit bagi Analis Perbendaharaan
Negara Ahli Utama di lingkungan unit kerja jabatan
pimpinan  tinggi madya yang membidangi
Perbendaharaan Negara;

Tim Penilai kantor pusat bagi pejabat pimpinan
tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan
pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang
membidangi Perbendaharaan Negara untuk Angka
Kredit Analis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama,
Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda, dan
Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya di
lingkungan wunit kerja jabatan pimpinan tinggi
madya yang membidangi Perbendaharaan Negara
pada kantor pusat; dan

Tim Penilai kantor wilayah bagi pejabat pimpinan
tinggi pratama yang membidangi Perbendaharaan
Negara pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi
pratama yang membidangi Perbendaharaan Negara
pada kantor wilayah untuk Angka Kredit Analis
Perbendaharaan Negara Ahli Pertama, Analis
Perbendaharaan Negara Ahli Muda, dan Analis
Perbendaharaan Negara Ahli Madya di lingkungan
unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama yang
membidangi Perbendaharaan Negara pada kantor

wilayah.

Pasal 32

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri

atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang

membidangi Perbendaharaan Negara, unsur

kepegawaian, dan Analis Perbendaharaan Negara.

Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:

a.
b.

C.

seorang ketua merangkap anggota;
seorang sekretaris merangkap anggota; dan

paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
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Susunan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

harus berjumlah ganjil.

Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama

atau Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya.

Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b harus berasal dari unsur kepegawaian.

Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c paling sedikit 2 (dua) orang dari Analis

Perbendaharaan Negara.

Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:

a. menduduki pangkat dan/atau jabatan paling rendah
sama dengan pangkat dan/atau jabatan Analis
Perbendaharaan Negara yang dinilai;

b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai
kinerja Analis Perbendaharaan Negara; dan

c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Analis
Perbendaharaan Negara.

Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Analis

Perbendaharaan Negara, anggota Tim Penilai dapat

diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk

menilai Hasil Kerja Analis Perbendaharaan Negara.

Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai

ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang

membidangi Perbendaharaan Negara.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Tim Penilai dan

tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis

Perbendaharaan Negara diatur dengan peraturan Instansi

Pembina.
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BAB IX

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JENJANG JABATAN

(1)

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 34

Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila

capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit

Kumulatif yang dipersyaratkan.

Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit

pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal
pada setiap periode.

Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi

untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan

Fungsional Analis Perbendaharaan Negara, untuk:

a. Analis Perbendaharaan Negara dengan pendidikan
sarjana atau diploma empat sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

b. Analis Perbendaharaan Negara dengan pendidikan
magister sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini; dan

c. Analis Perbendaharaan Negara dengan pendidikan
doktor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 35
Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana
dimaksud pada pasal 34 ayat (1), Analis Perbendaharaan
Negara dapat melaksanakan kegiatan penunjang,
meliputi:
a. pengajar atau pelatih di bidang Perbendaharaan

Negara;
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b. keanggotaan dalam Tim Penilai atau tim Uji
Kompetensi;

c. perolehan penghargaan atau tanda jasa;

d. perolehan gelar atau ijazah kesarjanaan lainnya;
dan/atau

e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung
pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis
Perbendaharaan Negara.

Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan kumulatif

Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari

Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan

pangkat.

Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua

Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 36

Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis
Perbendaharaan Negara satu tingkat lebih tinggi wajib
memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.

Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat
dalam satu jenjang Jabatan Fungsional yang sedang
diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran III
sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya yang akan
naik jenjang Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan
Negara Ahli Utama harus memenuhi kualifikasi
pendidikan paling rendah magister di bidang pendidikan

yang sesuai dengan tugas Jabatan Fungsional Analis
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Perbendaharaan Negara yang ditentukan oleh Instansi
Pembina.

Kenaikan  jenjang Jabatan Fungsional Analis
Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan
lowongan kebutuhan jenjang jabatan yang akan
diduduki.

Selain memenuhi syarat kinerja, Analis Perbendaharaan
Negara yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih
tinggi harus mengikuti dan Iulus Uji Kompetensi,
memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain
yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat kinerja, Hasil
Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan Instansi

Pembina.

Pasal 37

Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Analis

Perbendaharaan Negara dapat melaksanakan kegiatan

pengembangan profesi.

Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang
tugas Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan
Negara;

b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang
tugas Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan
Negara;

c. penerjemahan/penyaduran buku, karya ilmiah,
peraturan dan bahan lainnya di bidang tugas
Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara;

d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk
pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang tugas

Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara;
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e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang
tugas Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan
Negara; dan/atau

f.  kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina
di bidang Jabatan Fungsional Analis
Perbendaharaan Negara.

Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagi Analis Perbendaharaan Negara yang akan naik ke

jenjang jabatan ahli madya dan ahli utama, Analis

Perbendaharaan Negara wajib melaksanakan kegiatan

pengembangan profesi Jabatan Fungsional Analis

Perbendaharaan  Negara, dengan  Angka = Kredit

pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:

a. 6 (enam) bagi Analis Perbendaharaan Negara Ahli
Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi
menjadi Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya;
dan

b. 12 (dua belas) bagi Analis Perbendaharaan Negara
Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih
tinggi menjadi Analis Perbendaharaan Negara Ahli

Utama.

Pasal 38

Analis Perbendaharaan Negara yang secara bersama-

sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang

Perbendaharaan Negara, diberikan Angka Kredit dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis, pembagian
Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi
penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi
penulis pembantu;

b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis, pembagian

Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi
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penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh
lima persen) bagi penulis pembantu;

c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis,
pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh
persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20%
(dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan

d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan
penulis utama dan penulis pendukung, maka
pembagian Angka Kredit sebesar proporsi yang sama
untuk setiap penulis.

(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga

Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

Pasal 39
Persyaratan dan mekanisme penetapan kenaikan pangkat dan
jenjang jabatan bagi Analis Perbendaharaan Negara

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40
Analis Perbendaharaan Negara yang memiliki Angka Kredit
melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan
pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit
tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat
berikutnya dalam satu jenjang Jabatan Fungsional Analis

Perbendaharaan Negara.

Pasal 41
Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk
kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi
tidak tercapai, Analis Perbendaharaan Negara tidak diberikan

kenaikan pangkat atau jabatan.
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BAB X
KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA

Pasal 42

Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional
Analis Perbendaharaan Negara dihitung berdasarkan
beban kerja yang ditentukan dari indikator meliputi:
a. jumlah satuan kerja;
b. jumlah pemangku kepentingan terkait pengelolaan

keuangan negara; dan
c. jumlah transaksi keuangan.
Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional
Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina setelah

mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 43

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis

Perbendaharaan Negara berdasarkan Peraturan Menteri ini,

dilakukan berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan

Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara yang telah

ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XI
KOMPETENSI

Bagian Kesatu

Standar Kompetensi

Pasal 44
PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analis
Perbendaharaan Negara harus memenuhi Standar
Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
Kompetensi Analis Perbendaharaan Negara, meliputi:
a. kompetensi teknis;

b. kompetensi manajerial; dan
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c. kompetensi sosial-kultural.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Standar
Kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan

peraturan Instansi Pembina.

Bagian Kedua

Pengembangan Kompetensi

Pasal 45

Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme,
Analis Perbendaharaan Negara diikutsertakan dalam
pelatihan.
Pelatihan yang diberikan bagi Analis Perbendaharaan
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan
dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian
kinerja.
Pelatihan yang diberikan kepada Analis Perbendaharaan
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
bentuk:
a. pelatihan fungsional; dan
b. pelatihan teknis di bidang Perbendaharaan Negara.
Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Analis Perbendaharaan Negara dapat mengembangkan
kompetensinya melalui program pengembangan
kompetensi lainnya.
Program  pengembangan kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) meliputi:
a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja sebagai

Analis Perbendaharaan Negara;
b. seminar;
c. lokakarya (workshop); atau
d. konferensi.
Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan
kompetensi serta pedoman penyusunan analisis

kebutuhan pelatihan fungsional Analis Perbendaharaan
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Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

BAB XII
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 46

Analis Perbendaharaan Negara diberhentikan dari
jabatannya apabila:
a. mengundurkan diri dari jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional

Analis Perbendaharaan Negara; atau
f.  tidak memenuhi persyaratan jabatan.
Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki
alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan
tugas Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan
Negara.
Analis Perbendaharaan Negara yang diberhentikan
karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali
sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia
kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan
Negara.
Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis
Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit
terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka
Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas bidang
Perbendaharaan Negara selama diberhentikan.
Kriteria tidak memenuhi persyaratan  jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat

dipertimbangkan dalam hal:
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a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang
dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan
Fungsional Analis Perbendaharaan Negara; atau

b. tidak memenuhi Standar Kompetensi Jabatan

Fungsional Analis Perbendaharaan Negara.

Pasal 47

Analis Perbendaharaan Negara yang diberhentikan karena

ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

46 ayat (1) huruf e dapat disesuaikan pada jenjang sesuai

dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1

(satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir

yang diduduki setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi,

apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Analis

Perbendaharaan Negara.

Pasal 48

Terhadap Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dan huruf f
dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari
Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan
pemberhentiannya.

Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak dapat diangkat kembali dalam

Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara.

BAB XIII

PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN

RANGKAP JABATAN

Pasal 49

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan Kkarier,

Analis Perbendaharaan Negara dapat dipindahkan ke dalam

jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.
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Pasal 50
Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan
pencapaian kinerja organisasi, Analis Perbendaharaan Negara
dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi,
jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan

pelaksana.

BAB XIV
TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 51
(1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan

Fungsional Analis Perbendaharaan Negara yang

bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar

kualitas dan profesionalitas jabatan.
(2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud ayat (1)
mempunyai tugas meliputi:

a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional
Analis Perbendaharaan Negara;

b. menyusun Standar Kompetensi;

c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk
teknis Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan
Negara;

d. menyusun standar kualitas Hasil Kerja dan
pedoman penilaian kualitas Hasil Kerja Analis
Perbendaharaan Negara;

e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya
ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan
Fungsional Analis Perbendaharaan Negara;

f.  menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional
Analis Perbendaharaan Negara;

g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional
Analis Perbendaharaan Negara;

h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional
pada lembaga pelatihan;

i.  menyelenggarakan Uiji Kompetensi Jabatan

Fungsional Analis Perbendaharaan Negara;
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j- menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di
bidang tugas Jabatan Fungsional Analis
Perbendaharaan Negara,;

k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis
Perbendaharaan Negara;

l.  mengembangkan sistem informasi Jabatan
Fungsional Analis Perbendaharaan Negara;

m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan
Fungsional Analis Perbendaharaan Negara;

n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi
Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara;

o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik
profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Analis
Perbendaharaan Negara;

p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan
mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan
oleh Lembaga Administrasi Negara;

q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan
Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara;
dan

r. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi
jabatan.

Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Instansi Pembina untuk melaksanakan tugas pembinaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b,

huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf 1, huruf

m, huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf r menyampaikan

hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Analis

Perbendaharaan Negara secara berkala sesuai dengan

perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri

dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian

Negara.

Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap

tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada
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ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p
kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala
Lembaga Administrasi Negara.

Ketentuan mengenai pedoman  pelaksanaan  Uji
Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i

diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

BAB XV
ORGANISASI PROFESI

Pasal 52

Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara wajib
memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
Setiap Analis Perbendaharaan Negara wajib menjadi
anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis
Perbendaharaan Negara.
Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional
Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
Organisasi profesi Jabatan Fungsional = Analis
Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku
profesi.
Organisasi profesi Jabatan Fungsional = Analis
Perbendaharaan Negara mempunyai tugas:
a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
b. memberikan advokasi; dan
c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas

pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a ditetapkan
oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis
Perbendaharaan Negara setelah mendapat persetujuan

dari pimpinan Instansi Pembina.
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Pasal 53
Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi
profesi Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara
bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan
tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Analis

Perbendaharaan Negara.

Pasal 54
Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan
organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan
Negara dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan
organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan

Negara diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55
Hasil kegiatan tugas jabatan Analis Perbendaharaan Negara
yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan
Menteri ini, dinilai berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 52 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis

Perbendaharaan Negara.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56
Organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak

Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 57
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, seluruh peraturan
perundang-undangan yang merupakan ketentuan

pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur



81 2021, No. 1010

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2018
tentang Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1468),
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan

dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 58
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 52 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional
Analis Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 1468 Tahun 2018), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 59
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2021

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIANTO
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NOMOR 37 TAHUN 2021
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA

NO URSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN HASIL KERIA ANGKA KREDIT v_.m AN
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7
I JPelaksanman Anggamn A JAnalsis data pelaksannan angguran |00 1| Mengniah data pelaksanaan anggaran laparan hail pengolahan data 0,04 Pertama
pela ks naan angea ran
O Me nganal isis data pelaks anaan anggaran laporan anal 0, 1¢ Muda
pelaksanaan o
O03 Me trnva lldasi hasi] s datn pelaksa naan angs 0,25 Madyn
OO4] Me nyusun instrumen pengembangan data-data pelaksanaan anggaran  Jdokumen pengembangan data 036 Utama
datn pelaksabsan anggamn
B Pelaksanaan monitoring, evaluasi, ,,\HVM-IQ:U,._._T data manitaring pelaksanaan anggaran laparan hasil pengolaban data 0,07 Pertama
dan pembinaan pelaksanaan
anggaran
OO0 Me nganalisis data m wring pedaksar nEgamn 0,14 Muda
OOTIMe o lclunl homi] analinis data monitorng pelakssnain angesmn 18 Madya
OO8 Me ngolah data kinerja belanja 0,07 Pertama
ua
OO Me nanal 1sis data kKineria belan ja laparan analisis data kinerja 0.13 Muda
belanja
O 10§ Me rerva Hiclasi | valisis data kinerja belanja dok n rekamendasi Kinerja 0,22 Muxiyva
belanja
01 [|Me ngalah data evaluasi teknis pelaksanaan anggaran o7 Pertama

www.peraturan.go.id
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PELAKSANA

NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN HASIL KERJA ANGKA KREDIT TR
KEGIATAN
1 2 Bl 4 5 6 7
012 Me nganalisis data evaluasl teknis pelaksanaan anggaran laporan analisis data evaluasi 0,14 Muda
1eknis pelaksanaan anggamn
07 3 Me reve Heland oot ] s adinin <) sl teknis pelaksaroun anggiran dakumen rekamendas) 0,26 Madya
wxl teknis pelaksanaan
anggamn
014 Mengolah data bahan bimbingan dan supernvisi pelaksanaan anggaran dakumen balkan pembinaan Pertama
rvisl pelaks !
an gEamn
Melaksanakan bimbingan dan supevisi pelaksanaon angeamn laparan hasil bombingan dan Pertama
supervisi pela naan
anggarmn
015 Melaksanakan bimbingan dan supevisl pelaksanaan anggamn laporan hasi] bimbingan dan 0,10 Muda
supe rvisl pelaksanaan
anggamn
01 5 Me lods ana k. dan supevisi pelaksanan anggamn laparan pan dan 0,14 Mudyva
supo rvisi pela ks ns
anggumn
016 Me nganalisis hasil bimbingan dan supervisi pelaksanaan anggamn laparan hasil analisis hasil 0,14 Muda
bim tringan d
Peha ks o o rggn ran
Mo ngevaluas ) hasi] bimbingan dan supervis| pelaksanaan anggaran dokoumen rel ey 0,22 Madva
bimbingan dan supervisi
pelaksanaan anggaran
Pengem bangan metodolog 018 Me ngolals data sebagai baban analisis pengem bangan metodalog untuk Jlaparan b Pertama
" evaluas ! taring , evahmsl, dan pembinaan pelaksanaan anggarn bahan arm
pelaksanaan anggaran me t
evahuasi, dan pembina
peka ks na WA ran
019 Me nganalisis pengembangan metodologl untuk monitaring, evahsasi, dan [laparan analisis data 0,17 Muda
pembinan pelaks anaan anggaran pengern e Lol
un tuk mo A
dan pembmaan pelaksanman
AN A T
hasil analisis pen gembangan metodalogi dakumen rekamendasi Madya
untuk monitoring, evaluasi, dan pembisasn pelaksanaan anggaran pengembangan melodalogi
untuk monitoring, evaluasi,
din pembinaan pelaksanaan
anggimn
Me nyusun mstrumen pengembangan metodobgl untuk montonng, dokumen pengembangan 0,39 Utama

eval dan pett i pelaksansan anggaran

pelaksanann anggaran

www.peraturan.go.id
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S 1T 1IN 1 IR RECTA - - . PELAKSANA
NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN HASIL KERJA ANGKA KREDIT TR
KEGIATAN
] 2 A K 5 6 7
022 Me ngolah bahan nimsan substans! teknis pe ngaturan pelaksanaan dakumen kansep nimmusan 0,1 Pertama
subsiansi teknis pengaturan
ek bos e 31N Fan
D JPerumusan dan pengem bats gan o2 i runmesaty substunsd telonds pe g turan pelaksanaan dakumen analisis mimmisan 0,19 Muda
pengatumn pelaksanaan angsaran substans | teknis pengatumn
pelaksanaan anggaran
024 Me ngevaluas i hasil analisis rumusan substansi teknis pengatumn dokumen evaluasi basil 0,32 Madya
pelaksanaan angsaran analisis rumusan substs
teknis pe ngaturan
pelaksanaan anggaran
Mengolah baban kanse p rumusan standardisasi pengaturan dakumen konsep rummisan 0,06 Pertama
pelaksanaan angsaran standlardis asl pengahuran
pelaksanaan angsaran
0264 Me nganalisis rumusan standardisas| pengaturan pelaksanaan anggaran [dokumen amalisis numisan Muda
standardisasi pengaturan
pelalosanaan anggaran
027 Me ngevaluas | hasi] analisis romusan standandisasi pe ngaturan dokumen evaluasi hasil Madya
pelaksanaan anggaran analisis rumusan
fardisasi pengaturan
pelaksanaan angsaran
Me ngolah bahan kanse p rumusan penye ksalan permasalaban dokumen konsep rammisan Pertama
pelaksanaan anggaran penyelesajon permasalahan
pelodosanann ongearan
Q29 Me nganalisis rumusan penyvelesaian permasalaban pelaksanaan dakumen analisis n 0,16 Muda
AIEEA AN penyvelesalan permasals
pelaksanaan anggaran
O Me ngeva luas i hasil analisis rumusan penyelesaan permasalahan dakumen evaluasi basil 0,27 Madya
pelaksa nanty argggaran analisis rumusan penyelesalan
permasalahan pelaksanaan
anggamn
[|Mengolah bakan konsep rumusan pedoman dan petunjuk teknis dakumen Konsep nimusan 0,08 Pertama
Pl ks aty areggerun pedaman dan petun jul tekn s
pelaksanaan angsaran
03 Me nganalisis nimsan pedoman dan petun juk teknis pelaksanaan dokumen analisis nanmnisan 0,16 Muda
amggATLn pedaman dan petunjuk teknis
pelakss naan ongearan
033 Me ey a8 | hasil analisis rumusan pedoman dan petunjuk 1ok is oen evaluasi basi 03 Madva
pelaksannan angsaran Jisls rumusan pedaman
dan petunjuk teknis
peloksanaan angearan
034 Me nvusun instrumen barg pengaturan pelakss nnan anggaran dakumen pen gem ban gan 0,43 UViama

umn pelaksanaan

pmn

www.peraturan.go.id
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PELAKSANA

NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN HASIL KERJA ANGKA KREDIT
l 2 6 7
E 035 Pertama
034 a
pengaturan dan imple men tasi At rugl pemantauan, dan e
uran dan
n gant
evaluasi penyusunan 0,00 Muda
034 Ipingan 0,13 Madya
Je men tas)
isis has il per yevaluasi 0,08
penyIsUNnan pen gaturs gantl rugi
038 Madva
W Mengolah baban kanse p rumusan pedaman dan ketentuan umum 0,03 Pertama
Tunhutar g
A Me naanal isis rumusan pedomar
rugi
041
2 |Pengekinan Kas Negam A IManajem Me ngalah kebutuban d naan kas pemerintab

Si8 perenca

kas pemerintah

Me ngunalisis perencanaan kas pemernntah

laparan analisis perencanaan
kas pemerintah

0,04

Muda

www.peraturan.go.id
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PELAKSANA

NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN HASIL KERJA ANGKA KREDIT T ha
KEGIATAN
] 2 3 4 5 6 7
044 8 perenca ) kas pemerin dakumen rekomendasi Madya
perencanaan kas pemerintah
O45{ Me ngalah baly Bimbingan daty supery isipe rencunsan kas Kutmen Bt pergo lahan Pertamna
pemernintal bahan untuk bimbi dan
sUpe v can kas
pemer
Q464 Me lnks anakan bimbingan dan supervisi perencanaat kas pemers intah laparan bimbingan dan ( Pertamn
supe visi perencanaan kas
pemerintah
036 Me lnks anakan bimbingan dan supervisi perencanaan kas pemerintah laparan bimbingan dan Muda
SUpe porencanaan kas
pen ah
A Me laksanakan bimbingan dan supervisi perencanaan kas pemerintah laparan bimbingan dan 0,1 Madva
F:—,\._J perencanaan
pemerintah
Me reva lidasi hasil analisis bimbingan dan dokumen rekamendasi Muxiyan
pemerintah bimbingan dan supervisi
perencunaan kas pemerintah
048 3 kebun untuk analisis lik un laparan 06 Pertama
eRara Tk
Hendaham L
(¢ laporan ana 0,14 Muda
bendabam umum negara
Me mmvalidasi hasi] analisis likuiditas kas Benddahara Umnum Negam ok men rekomendasi Madva
lkwditas kas Bendahara
Umum Negara
an data untuk analisis pengelolaan Kas dalam val laparan b pongo ks ba ala 0,04 Pertama
untuk analisis pengelolaan kas
dalam valuta asing
s dalam valuta asing laparan analisis pengeloloan Muda
kas dalam valuta asing
Memmalidast hasi] analisis pengeblaan kasdalam wahita asing dokumen rekomendasi Madya
pengellaan kas dalam valuta
asing
Moty pengemban gan o] manajemen lkaklitas kas pem foen Pt g ban gan 0,46
nas
kas pemerinta
3 |Optimalisasi kas de ngolah kebutuhan ¢ untuk amalisis optimalisasi kas pemenntah laporan hasil pengolahan data Pertama

e lah

penempatan vang

uk annlisis optimalisasi
kas pemerintah melalul
penem patan uang

i Me nganalisis optimalisasi kas pemerintah melalui penempatan uang

1 e i

laporan analisis

th meda

ary \sang

Kas petthier
penemy

Muda
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Me movalidast hasi] analisis optimalisast kas pemerintah melalul dakumen rekomendasi 0,13 Madya
penempatan uang optimalisasi kas pemerintah
melalul pebem palan sang
058 Me ngalah kebutubun data untuk anslisis optimalisssd ke pemerintah laparan bhasil pengo lnhan duta Pertamna
melala Surm Berharga Negara un tuk analists optimal isasi
kam pemermtah melalui Surat
Berhurgn Negara
Me nganalisis aptimalisasi kas pemerintah melahy ut Berbarga laparan analisis optimalisas i Muda
"
Berharga Negara
D60 Me mvalida aui] analwis apumalisasi kas pemerintah melalu Surat dokumen rel Madya
Berharga Nogara optimalisasi kas pe
melahyl Surat Berharga Negara
Me nyusun pengembangan program optimalisasi kas pemerintah dokumen pengem ban gan 0,41 Utama
P am optimalisasi kas
pemenntah
Pengatumn dan pen laan Treasuny [O4IMe ngolah bahan rumusan pedoman ummam dan ketentuan teknis dokumen rumusan pedaman Pertama
Doa L umum dan kelentuan teknis
Troas ury Deal Rom
63 Mer tygn 1 fan ketentuan teknis Treasury Jdokumen ar ( Muda
Dealing pedaman umum da
ketentuan teknis Tren
Denling Room
06 Me mvalidasi hasi]l analisis rumusan pedoman 1 fan ketentuan 0,33 Madva
teknis Treasury (b om
Deuling Roo
065 Me ngolah kebutuban data untuk analisis pengembangan tata kella laparan hasil pengolahan data 0 Pertama
Trensury Dealing Rvom untuk analisis pengembangan
tata kelala Treasuny Dealing
Room
O6E Treasury Dea laporan a sis
pengembangan tata kelola
Treasury Wy Roon
067! b Treasury Dealing Room , 2 Madva
068 Me ngalah kebutuhan data untuk analisis mformasie kanamr laparan hasil pengolahan data [4 Pertama

I jemen partc
g Room

k analisis inknmasi

partafalio, manajmen risiko
pengellaan Troasury Dealing
Room
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OGP Me nganalisis informasi ekonam i makro, ma men partofalx, B Muda
manajpmen resiko pengelolanan Treasury L Room
pengellaan Troos ury Dea
Room
O Memvalidasi hasil analisis ekonomi makro, manajemen partafalio, dokumen rekomendasi 0,17 Madya
manaemen resiko pengelolian Treasury Deding Room
pengelolaan 7
Room
Memyusun kansep pengemban gan pengelolaan Treesury Dealing Room dokumen pengembangan 0,37 Utama

eloloan Treasury Dealing

)

M

Man kas negam

n penerning

Mengalah data peneri dan Pener

v kas negam dar perpak

Negam Bukan Pajak

laparan hasi] pengolahan data
pererimasn kas negam dan
perpajakan dan Penormam
Negam Bu Pajak

Pertama

pergelolan bank operasional

OT Y Me nganalisis penerimaan kas negara dar perpajakan dan Penerimaan lapaor inalisis penerimaan 0,07 Muda
Negarma Bukan Pajak kas negara dar perpajakan
dan Penerimnan Negara Bukan
Pajak
O7 A Me mvalidast hasi] analisis pener kas pegam dar) perpajakandan  Jdakumen rekomendasi 0,11 Madya
Penerimaan Negara Bukan Pajak penerimaan kas negam dan
perpajakan dan Penerdmaan
S{Me nylapkan bahan dan data pengeloluan ke mbaga persepsl penerimaan  [laporan hasil pengolahar Pertama
negara pengeb laan kembags persepsi
penerimaan negara
0764 Me nganalisis pengelolaan lembaga persepsi penerimann negiars laparan pelaksanaan 0,68 Muda
kembaga persepsi pener maan
negara
OT7|Me mvalidasi hasil analisis pengelolaan lem baga porseps | penerimasn dakumen rekamerndas Maudya
nogara 3 persepsi
E [Manajemen pengehiaran kas negara 8iMe ngalah data pengeluaran kas negam untuk belan ja negara laparan haxil pengolahan data Pertama
pengeluaran Kas neogs
belanja ara
Menganalisis pengeluamn kas negara laparan analists pengeluaran 0,11 Muda
kas negara
OS8O Me rva lidasi hasil analisis pengelusmn kas negara dak rekomendasi Mudyva
pengeluaran kas negam
08 || Me ngolah kebutuhan data pengelolaan bank o perasional laparan hasil pengolaban data 0,05 Pertama
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042 Me nganalisis pengelalaan bank mxonal laporan analisis p Q0,1 Muda
bank apemmsianal
W Me o Hcland Bamil penge klann bank o perasknal dakumen rekamendas) Madyva
pengeloluan bank operasiona)
Manajemen rekening pemerintah 084 Mengolah bahan dan data penge lalaan transaksi rekening peme nintah laparan hasi] pengolaban data Pertama
pengelolaan transakst rekening
Menganalisis pengelolaan tmnsaksi rekening pemenn tah pengelolas Muda

transaksi rekening pemerintah

Pihak Ketiga

untuk analisis data
Perhitungan Fihak Ketiga

OSO4M, ot hasi] analisis analisis pengelolaan transaks) rekening dokumen rekomendasi
pengelo lan transaksl rekening
pemerintah
087 y Konsep rumusan y har Pertama
OS8IMe nganalisis nummusan pengaturan pengel laan ning pemerintahb |
O8N Me trva lidas I analisis rumusan pengaturmn pe ngelalaan rekenir Madva
pemerintah
pengelolaan r
pemerintal
OO0 Me nyvia plkan bahan dan data untuk monitor dan evaluas) pongelalaan Jdokumen hasil pengolahan Pertama
rekening pemerintah bahan untuk monitoring dar
evahuasi pengelalaan rekening
pemerintal
O 1| Me laloa k. Ja e ring dan
o i pengelolaan reke
pemerintah
05 1| Me 1o ko kan laparan Muda
evaluasi pen " ]
pemerintah
092 Me rgevar 0,22 Madya
pemerintah
Phan reke
pemernintah
09 Me myusun pengembangan metodaolag) pengele ) reke pemer dokumen pengem ban gar Utama
pengelolaan r g
petnenintah
OS99 Me ngolah kebutuhan bahan dan data untuk analsis data Perhitungar laparan hasil pengolaban data Pertama
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055 Me nganalisis data Perhitungan Fibak Ketga 0,04 Muda
OG6 Me v liclund atas hasil analisis data Per 0,09 Madya
097 Mengolah data rumu Pertama
penet imes i negara dan Pe ats Fibak Ketiga
penerimaan/belanja negam
dan Perhitungan Fibak Ketign
098I Me nganalisis numusan pengatumn pengembalian dakumen analisis rumusan 0,18 Muda
penerimann/ belat ja negarma dan Perhitungan Filak Ketiga petgatumn pergem balian
pener belanja negam
dan Perhitungan Fihak Ketiga
099 Me ngevaluasi hasi] analisis rumusan pengaturan pengs m Dokumen basil evalu Madya
penerimann/ belanin negam dan Perhitungan Fibak Ketiga U SA N Pe mgatur an
petgern
penerima
dan Perhitungan Fikak Ketiga
O Me myusun perbalk: ansep pengembangan pengembalian negam dan Jdokumen pengemb Utama
perhitungan fihak ke pengembalian negara dan
Perhiturgan Fihak Ketign
—
G |Pembinaan peng san mwk 10 1| Me ngalab baban dan data untuk pelaksanann bimbingan dan supervisi Jdokumen hasil pengolaban Pertama
pemerintah dan pertan ggingjawaban pergeklaan rekening pemenntah dan pertanggunglawaban bendaham bahan untuk pelaksanaan
bendalsara
pemen fan
pertang gun giawa ban
bendabam
102 Me i ks any nbingan dan supervisi pengelolaan reke laparan bimbingan dan Pertama
pemerininh dan pertang awaban bend supe rvinl pengedolan rekendng
pemerintah dan
pertanggun giawa ban
betelabam
102 Me lnksanakan bimbingan dan supervisi pengeloluan re ng laparan bimbingan dan Muda
aban bendabara suporvisi pengelo lvan rekening
pemenntahdan
pertanggun glawa ban
bendabam
102 Me ks anakan biml in dan supervisi pengelolaan rekemning laparan bimbingan dan 0,08 Madya

pemeriniah dan pertanggusgawaban bendabara

supe rvisl pengelolian rekening
pemer i

pertanggun giawa barn
betlabam
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k)

4

5

7

Mengevahuasi b
pemerintab dan pertanggungjiawaban bendabara

| bimbingan dan supervisi pengellaan rekening

dakumen hasi] evaluasi
bimbingan dan supervist
pengelolaan rekoning
pemernintah dan
pertanggun giawaban
bendabam

Madya

Penve ke

Investasi

garman Sistem Manaje men

lan rencana stmiegis

Peng
manajemen, proses bisnis dan akema
sl pemerintah

104

Me ngolah data rencana strategin atas investasi peme nntah

laparan hasi] pengolaban data
rencana strategis atas
nvestas| pemerintah

Pertama

parm kan aralisis rencosnn strafegs atss investasl petoe rintah

lnparan analisis re nouns

strategis atas fnve stasi

pemernintah

Muda

106

Mennalidasi hasil analisis atas rencana strategis investasi pemerintah

dokumen hasil evaluasi
e CADa stralegis investas)

pemerintah

Madya

laparan 1 pengolahan data

kelayakar ‘estasi

pemerintah

Pertama

81 pemerintah

laparan analisis data

kelayakan Investasi

pemerintah

109

Me mvalidast hasil analisis kelayakan mve

as ) pemerin tah

dokumen rekamendan

kelayakan (nvestasi
pemenntahb

Madya

Me myus westas|

1 pengembangan standardisasi pengelol

pemerintah

dak
standardisasi penge

w1 pen gem ban gin
laan

0,45

Utama

penganggarar
pemerintah

investasi peme rintah

111 Me 1y 18 P s pergingear an investasi pertienis laparan hasil pengolaban data tama
TATTISAN Pe NEA NEE
nvestasi pemerintah

112 Me nganalisis rumuisan pengangegarmn nvestasi pemenn tah dokumen analisis ramusan Muda

pemerintah

kelola penganggaran |nvestasi
pemerintak

1 1.3 Me ngew: ) FUMORan pengan an nvestas i pemerintah dokumen hasi] evahmsl 7
nimusan pe nganggaran
Investasl peme rintah
1 14 Me nyusun pe ibangan tata Kelola pen g v estas i dokumen pen gem bangan tala AT ]

e ngnlah data tren dan indikator lingkungan investasi pemenntah

laparan hasil pergolaban data
tren dan indikator ling hungan

investas) peme rintakh

Pertama

11¢

Me nganalisis tren dan indikator ingkungan investas | pemerintah

laparan analisis trendan
indikatar lingkungan investasi
pemerintaly

0,16

Muda
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Me mvalidas: hasi] analisis tren dan indikator Hingkungan investas) dakumen rekomendasi tren 0,24 Madyva
pemerintah dan indikatar Imgkungan
Investasl pemne nintah
Me ngolab data rekans as| investas) pe mer intah Japaran hail pengolaban duta 0,1 Pertamn
e Ko oS tas)
pemerintah
Menganalisis data rekonsiliasi investasi peme nin tah laparan analisis data 0,17 Muda
r ves Lasi
pemenintah
Me v di clas ] analisis rekansilinsi investasi pemerintah dokumen rekomendasi 022 Madya
i inves tas|
Me nynsun strat penyelesalan pratang pemermtab kepada Badan 0,498 Utama

Usaha Millk Negara, Badan Usaba Milik Daerah ata Pemerintah Daerah

pemerintah ke pada Badan
Usaha Milik Ne
Usaha Milik I
Pemerintah Dacmh

wa, Badan

emb atau

Me rgolah data penyelesaian piutang negara pada Badan Usaba Milik
Negam, Badan Usaha Milik Daemhb atau Peme rintah Dasrah

laporan hasil pengolaban data
penyelesaan plutang negam

Daere
Daeral

Pertama

untuk asalisis pengembalian

mvestas) pemer

Me nganalisis data penyelesaian piutang negara pada Badan Usaha Milik |laporan analisis 0,13 Muda
Negara, Badan Usaba Milik Daera Lo Peme rintah Daeral penyelesaian piutang negam
padla Hadan Usaha Milik
wa, Badan Usaha Milik
Daerah atou Pemer trtah
Daerah
Me mvalidasi hasil analisis penyelesaian piutang negara pada Badan dokumen rekamendasi 0,24 Madya
Usaha Milik Negara, B 1 Pemerintah Duerah |penyelesaion phutang negam
poda Badan Usaha Milik
Negam, Badan Usaha Mk
Daerab atay Pemerintah
Daerah
S5{Me ngolah data untuk analisis pengembalian investas! pe merintah laporan hasi] pengolahan data Pertama

Me rganalisis data pengembalian inve stas

laparan isis data

pengemby

N Investas|
pemerintah

Memrvalidasi hasil analimis pengembalian inves tasi pemerintah

dakumen rekamendasi
pengemt 1 investasi

pemernintah

Madya

Mengolah data statistik pelaksana

wes tasl pemerintah

laparan hasi] pengolahar

istik pelaksanaan investax

pemenntab

Pertama
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139 Me nganalisis statistik pelaksanaan investasi pemerninntah lapor inalisis statistik 0,14 Muda
pelaksanaan mvestasi
pemenniah
1 30 Me revn Heland Bomd] analinis statintik pelaksanaan ivestasd pemeritintaly  Jdakumen rekamendas) 0,2 Madya
statistik pelaksanaan investas)
pemerintah
13 1| Mengolah data indikatar kinerja investasi pemerintah laparan has ngolaban data Pertama
indikator kinerjn investasi
pemennah
132 Me nganalisis data kKinerja investlasi pemerintah laparan analisis data kinerja Muda

133 Me mvalidani hasi] analisis Kinera investasi pemenntab

dokumen rekomendasi kineria
investasl peme nntah

134 Me nyus san pengem bangan sistem Kelembagnan operator dokumen 1 ussn Pertama
invest 1 sistem
kele mbagaar
nvestasi
1354 Me lnkukan a s olas n 1540 pengembangan sisem ek agsan  Laporan analisis slas nimusan 11 Muda
aperator nvesl i Sislem
e e tar
alidasi hasil analisis pengembangan sisem kelembagaan aperatar Madya
1 |Supervisi pengelolaan inves tasi 137 Me lnkukan penyiapan data supervis, monitoring dan evaluam Pertama
pemerintab pergek laan lnves tasi Pemerintah
1 38 Me ngnnalisis data supervisi, manifaring dan evaluasi pengelalaan Muda
investasi peme rintaly
i pengelalaan inves tas|
pemerintah
139 Me lnkukan supervisi, manitormng dan evaluas atas pengelalaan laparan pelaksanaan supervisi Pertama
investasi peme rintal 1 i tor al sl atas
pengelolaan mvestasl
pemerintah
139 Me lnkaukan supervisi, monitoring dan evaluas 0,15 Muda

invest o rintaly

laparan pelaksanaan supervisi

1y an evaluasl alas

toring
pengelolaan mvestasl

pemenintah

supervisi, manitoring dan evaluas

laparan pelaksanaan supervisi
1

oo laan invests

pen
pemenintah

adya
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140 Me ngevaluas | hasi| supervisy, monitonng dan evaluasi atas pengelalaan  Jlaporan hasil evalas: Madyva
investasi peme rintah supevisi, montoring dan
evaluasi atas pengekilaan
mvestas! peme nintah
141 Me nyusun metodalogl supervis) pengelolaan investas i pemerintah dakumen pengem ban gan Utama
strateg! kepatuban
pengelolaan investasi
pemerintah
C JPerjanjian dan kepatuban di bidang 142 Me numas kan bahan perjanjian dan kepatuban di bidang investas) dakumen rumusan bahan Pertama

investasi pemerintah

pemerintah

perjanjian dan kepatuban di
bidang investasi pemerintah

143

I8 runmnsa per ) bilang e

ats dan Kepe

pemenntah

dakutmen a
perjangian dan kepatuban di
bidang investasi pemenntah

Slk numnisan

Muda

144

Mengevaluas i rumusan perjanjian dan kepatuban inves tasi pemerintah

dakumen rekamendasi
nimisan pe ranjian dan
kepatuban investasi
pemenintah

0,16

Madya

i

o

Anpalisis kesesuaian dan dam pak
hukum di bidang manajemen
investasi pemerintah

EE |

Mengolah baban kesesuaian dan dampak hukum terkail investasi
p

merintah

laparan hasil pengolaban da

keses

inn dan dampak
Fakum terkalt investasi
pemerintah

Pertama

146

Menganalisis kesesuaan dan dampak bukum terkail investasi
pemerintah

laparan analisis kesesuaan
dan dampak hukum terkait
investasi peme rintah

0,16

Muda

Me mvalidas| kesesuaian dan dampak hukam terkait investas)
pemerintah

dokumen rekamendas|
n dam pak

LAl T i rves Tasi

pemenntaly

Madya

Me myvusun strategl kepatuban pe ngelalaan inve stasi pe merintah

dokumen strategl kepatuban
pengel lnan investasi
pemerintah

0.3

Utama

turan dan standardisasi di

ang Investasi pemerintah

149

dokumen 1
pengatumn
pengelolaan
pemerintaly

Ir s Subs tans |

v standardisasi

Pertama

an dan stancdardis asi

GO
substans | pengaturan dan
standardisas pengelalaan
investasi peme rintab

men analisis nimusan

0,13

Muda

Me mggevalussi rumusan substansi pengaturan dan standardisasi
pengeklaan investasl pemerintah

dokumen rekamendasi
rumrmisan substansi

| s
pengellaan investasi

gatuman dan standandisasi

pemert

Madva

Mo mvusun desain standardisas pe ngelalasn inve stasi pemetintah

clesain standardlsas
pengelolaan investasi
pemenntaly
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2

L)

4

5

6

7

Pembinaan Manaemen Badan
Lavanan Umum

>

Analis s tard anan dan remunerasi

Badan Layan

Umum

153

Me ngaolah data wsulan tarif lavanan dan remunerasi Badan

Umum

nan

| pengolaban data

dan
remnanerasi Badan Lavanan
Umum

Pertama

Badan Layanan Umum

perkembangan implementasi
tar il Jayanan dan remunerasi
Badan Layanan Umum

1 54 Me nganalisis usulan tarf layanan dan remmineras | Badan Layanan laporan analisis usulan tari 0,18 Muda
Umum layanan dan remire
Badan L
1 55 Me e Hicland bom sadinin usulon tardf lyanan dan remiunems Badan  Jdakumen rekomendasd usilun 0,24 Mulya
Layanan Umum tartl layanan dan remunemsi
Badan Layanan Umum
1 564 Me rgolah bahun mimusan penotapan tar il layanan dan remunerasd laparan hamil pengolaban duta 0,04 Pertama
Layanan Umum rumusan penetapan tarf
layanan dan remuner
Baclan Lovanan Umum
157 Me nga nalisis rumusan penetapan tarl lavanan dan remunerasi Badan  Jdokumen anslisis rimmisan 0,16 Muda
Layanan Umum penetapan taril lavanan dan
remminerasi Badan Laye
Umum
1 S8 Me ngevaluas | rumusan pene tapan taril lavansan dan remuseras] Badan  Jdokumen rekomendasi 0,22 Madya
Layanan Umum ramsan penetapan tarf
layanan dan remuneras
Badan Lavanan Umum
1 59 Me ngide ntifikasl data permasalaban tmpkementasi tanf layvanan dan laparan hasi] pengolshan data Pertama
remunerasi Badan Layanan Umum permasalahan |mplemen tasi
tarif layanan dan remunemsi
Badan Layanan Umum
160 Me rginnl isis data pormuss il it plementasd tarll layanan dan laparan anmlists datn Muda
remrninerasi Badan Layanan Umum per masal al implemen tasi
tarif Jayanan dan remunemsi
Badan Lavanan Umum
161 Me ngevaliasi hasil analisis pormasslaban implemetasi taril dan laparan evaluasi permasalahan 0,24 Madya
remunerasi Badan Layanan Umum implementasi tanf dan
remanerast Badan |
Umum
162 Me myusun rencana strategis penvelesalan permasalaban mplementasi  fdokumen strategl pe 0,42 Utama
tanil dan remuinerasi Badan Layanan Unnim permasalaban Hmpleme
tarif dan renmunerast Badas
1 e
163 Me ngolah data perkembangan tmple metasi tartf layanan dan remunemsi laporan hasil pengolahan data 0,08 Pertama
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164 Me nganalisis data perkembangan (mplemen tas tarif layanan dan laporan analisis data B Muda
remunerasi Badan Layanan Umum perkembangan implemen
tatdl layanan dan n eras
Hadan Layanan Umum
165 Me mvalidasi hasi] analisis perkembangan (mplemen tasi tarif Jayanan dokcu men rekomendasi 0,21 Madya

dan remunerast Badan layanan Unrnam

perkembangan implmentasi
tarif lay
Badan Layanan Umum

v dan rem

nerasi

Umum

1 Badan L

pengelal

pengembangan perva)n data

dan infarmasi pengeloloan

n Layanan Umum

B JPeraturan dan standardisasi teknis Mengolah bahan nimusan substans: pengatumn dan ardis ast dakumen rumusan substans| Pertama
Badan Layanan Umum laan Badan Layanan Umum pengaturan dan standardisesi
pengeklnan Badan Lavanan
Umum
167 Me nganalisis namasan subet | pengan 3 dan standard dakumen analisis mamuasan 0,14 Muda
pengellaan Badan Layanan Umum substansi pengaturan dan
standardisasl pengelolian
Badan Lavanan Umum
| 68 Me ngevaluas | hasil isis rumusan subst pengaturan dan dakumen rekomendasi Madya
standardisasi pengelolaan Badan Layanan Umum rumusan substans:
pengaturan dan stardard | sasi
pengellaan Badan Layanan
Umum
169 pengatumn dan standardisas| pengelolaan Badan desain pengaturmn dan 0,37 Utama
Layanan Umum standardisasl pengelalaan
Badan Layanan Umum
C |Pengkajian dan pengembangan Badan | | TOfMe nyusun numusan Kajian pengembangan pengelolaan Badan Layan dokumen 1 usan kajan 0,10 Pertama
Layanan Umum Umum pergembangan pengekoluan
Hadan Layanan Umum
ITI|Menganalisis kajian pe ibangan pengelblamn Badan Layanan Umum [lparan analisis kajian Muda
porgemt wngek laan
Badan Layanan Umum
173 Me ngevaluas | hasi] analisis romusan kajlan pengembangan pengeklaan [dokumen rekomendasi 0,22 Madva
Badan Layanan Umum rumusan kajian
pengembangan pengelo laan
Bad. Lavanan Um
173 Me ngxde ntifikasi bahan untuk pengembangan penyajian data dan laparan hasil pengolaban data Pertama
informasi pengelolaan Badan Layanan Umum unfuk pengembangan
penyajian data dan informasi
cholaan Badan Layanan
m
174 Me nganalisis bahan pengembangan penyvajian data dan informasi Muda
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S Me ngevaluas | hasil analisis pe ngembangan pe nyajian data dan infbrmas i Jdakumen rekomerndas) atas Madya
aan Badan Layanan Umum evahunsi pen gem bangan
Py ajin
pengekla
Umum
1764 Me rvalidas hasi] evaloasi pengembangan penvajlan data dan informast Jdokumen rekomendasi Madya

pengeklaan Badan Layanan Umum

pengembangan penyajian data
clam infor ma
Badan Layanan Umum

Badan Lay

Analisis kelayakan penetapan status

anan Umum

177 Me ngalah baban usulan pemben tukan Badan Layanan Umum pada laporan hasil pengolaban data 0,08 Pertama
instansi pemenntab usulan pembentukan Badan
Layanan Umum pada instansl
pemenntah
1 78 Me nganalisis usulan pe mben tukan Badan Layanan Umum pada instansi [laporan analisis usulan 0,19 Muda
pemerninta pembentukan Badan Lavanan
Umum pada instans|
pemerintah
wyanan Umum Jdakumen rekomendas) usulan Madya

pembentukan Badan Lavanan
Umum pada instans|
pemerintah

laporan h
usulan peretapan status
Badan Lavanan Umuam

pengolaban data

0,10

Pertama

laparan analists usulan
penetapan status Badan
Lavanan Umum

0,18

Muda

Me nnvalidasi hasil analisis usulan penet o status Badan Layvanan

Umum

dakumen rekamendas) usulan
petetapan s tutus Badan

Layvanan

Madya

E |Pembinaay
Badan Lay

y dan evaluasi pengelolaan
an Umum

Me ngolah bahan dan rumusan pedoman supervisl, bimbingan,
manitoring dan evaluasi pergelolaan Badan Layanan Umum

laparan hasi] pengolahan data
pedaman s upervisi
bimbingan, manitoring dan

evaluasi pengelolaan Badan

Layanan Umum

Pertama

184

Me nganalisis bahan dan rumusan pedoman s upervigl, bim bingan,

1 evaluasi pengeklaan Badan Layanan Umum

dokumen analisis maimasan

pedaman supervisi,
bimibingan, monitaring dan

evalussi pengelalaan Badan

Layanan Umum

Muda

185

Melakukan kegiatan supervist, bimbingan, monitoring dan evaluas

pengeklaan Badan Laya

laparan pembinaan kegiat
ingan,
aring dan evaluasi
chloan Badan Layvanan

supe rvisi, b

Pertama
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l 2 3 5 6 7
evaluas! 0,17 Muda
evaluas: pervisi, bimbingan, 037 Madva
1 364 Me ngevaluas | hasi] kegiatan supervisi, Madya

evaluasi pengelolaan Badan Lavanan Unum

IMe nyusun rencans strategis supervis atas pengs ki

n Hadan Layanan
Umum,

0,31

Petsgawas un B

fan Lavanan

mum

158

3 rum s n podaman pe ngiw

okh Dew

dakumen rumussn pedatthan
i

ingan Badan
kh Dewan

0,06

Pertama

159

r T
pengellaan keuangan Badan
Layanan Umum oleh Dewan
Pengawas

190 Me ngeva luas | hasi] analisis rum pengawasan Kinerja dokumen rekomendast 0.23 Madya
pengekilaan ke n Badan Layans akh Dewan Pengawas
ngan Badan
Loy anan | kel Dewan
Pengawas
191 0,39 Utama

Pertama

dan evaluasl kinera Dewan Pengaw as

pengua kam peten s,

pemantauan dan evalug

199 Muda
evaluasl kine na Dews s
kam petens dan
evah i kKinerja Dewan
Pergawas
194 Me lakukan kegutan pengowasan, penguatan kompetens, pemantauan  [laparan pengawasan, 0,19 Muda
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194 Me lakukan kegiatan pengawasan, perguatan kampetens!, pemantauan 0,24 Madya
dan evaluas kine rja Dewan Pengawas
195 Me ngev: | hamil pengawasan, pengiy kompete nai, pemantavan Madva

dan evaluas kine rja Dewan Pengawas

196 Me lalas kaan pengemt: ske mul pen gawas s ) penguatan 0,36
kam petensi kepada dewan pengawas Badan Layanan Umum skema pery
f satan k
197 Me 18N persen ) pengangkatan, pengsa 0,06
pemberhent Dewan Pen gy as
198 lisis m san persetujuan pengangkatan, penggantian, dan walisis T 0,11
pemberhentian Dewan Pen gow n pengangkatan,
tian, dan
entian Dewan
as
1 5959 Me onw S TUMUSAN persenyjuan pe wkatan, perggan tian, dan men rekomencdas) 0,17
pemberhent Doy P gonw aas numusan pe rsetu juan
G |Asistensl Badan Layanan Umum 1 baban penviapan asistens| dan bantuan teknis Badan 0,04 Pertama
Daerah Layanan Umum Dasrah ) nsi dan
n teknis Badan
Layanan | 1 Doerah
201 Me nganalisis baban penyiapan asistensi dan bantuan teknis Badan an analisis bahan 0,10 Muda
Layanan Umum Dasrah apan asisten sl dan
teknis Badan
n Umum Deerah
202 Me Jakaa doan asis te fa Badan Layanan Un Asiste nsi dan 0,08 Pertama
Daerah
Layanan Umum Doerah
202 Me lakauikan asistensi d. n kepada Badan Layvanan Umum \ Asiste nsi dan Muda
Dasrah
200 Me ks kan asistensl dan pendampingan kepada Badan Layanan Umum Jlaporan Asiste nsi dan 0,22 Madya

Daerah

ampingan kepada Badan
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Me ngevaluas | asistensl dan pendamp n kepada Badan Layanan laporan hasil evahus: asistensi 0,22 Madya

Umum Daerah

dan pendampingan kepada
Badan L mum Daerah

Me nyvus ) strategin pengelolaan | n Layanan Umum Dasrah

dakumen rencana strategis

-101-

Keuangan

Pelaparan Pertangguo ngjawaban

, statistik dan pelapomn keuangan

ke tentuan umum

ang

pengelolaan Badan Lavanan
1 m Daerah
Me rviapkan konsep rumiasan standar akoun tass |, statistik dan dakumen it usan standar 0,06 Pertama
pelaparan kevangan akuntans, statistik d
pelaparan ke vangan
Me rgind isis runmesa star annl, statistik dan pedapx dakumen analisis mirmisan 0,14 Muda
kevangan standar akuntansi, s tatstik
dan pelaparan keuang
Mengevaluasi hasil analisis rumusan standar akuntansi, stat dakumen rekamendasi 0,23 Madya
pelaparan ke msan s tandar akunta
statistik dan pelaporan
kevangan
Memyusun rekamendasi tindak lanjut atas rumusan sistem akuntans, [dokumen rekamendasi tindak 0,33 Utama
statistik dan peloparan loeuangan Jargut atas rumus sistem
akuntans, statistik dan
pelaparan keuangan
Me rviapkan konsep rumusan sistem akuntansi, statistik dan pelaporan [dokumen rumusan sistem Pertama
kevangan akumans, statistik ¢
pelaparan kevangan
Me nganalisis rummusan sistem akuntans, statistik dan pelaparan dokumen analisis mamusan o.11 Muda
keuvangan sis tem akunia stik dan
pelaparan ket
Me rgeve stansl, statistik dan dokumen rekamendasi 0,29 Madva
pelapara i sistem ak
statistik dan pelaparan
Keuangan
212 Me nvispkan konsep rumusan Ketentuan umum dan pedoman teknis di  Jdokumen rumusan ketentuan Pertama
bidang akuntansi, statistik dan pelaparan keuangan umum dan pedoman teknis di
bidang akuntansi, statistik
dan ¥aran Reuangan
Me g nadisis nomasan ketentoan umum dan pedaman teknis di bidang Jdokumen analisis nimisan 0,14 Muda
akuntansd, statistik dan pelaparan keuangan ketentuan ummam dan
pedaman teknis di bidang
akuntans, statistik dan
pelaparan kevargan
isls rumusan Ketentuan umam dan pedaman men rekamendasi Madva
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21 5{Me nyusun metodalagl penyumy lar, sistem dan ketentoan dakumen pengem ban 0,36 Ut
umum / pedoman teknis di bidang akuntansi, statistik dan pelaporan penyusunan standar, sistem

gan dan ketentoan

umum / pedaman teknis di
bdang akuntansi, statistik
dan pelaparan keuangan

ke

-102-

Pertama

alisanl, bimbin

2164 Me ngalah kebutuhan data sos
aluntansi, statistik dan pe laparan Keuangan bahan sosialisasi, bimbingan

y dan supervisl bidang dakumen hasil pergolahan

pelaparan keuangan dan supervisi bidang
akuntans, statistik d
ran keoangan

pela

www.peraturan.go.id

217 Me la ks ana kan sasial isasi kv tans | laparan soslisasi, bimi 0,06

mbingan dan supervisi bid

fan pelaparan keuangan dan supervisi
akuntansi, statistik dan
peda paran ke vangan

ang

Muda

217 Me laks anakan sasial isasi, bimbingan dan supervisi bidang akun tans |, laparan sosalisasi, biml
statistik dan pelaparan keuangan dan supervisi bidang
akuntansi, statistik dan
pelaparan ke uangan

217 Me laks anakan sosialisasi,
n pelaparan keuangan dan supervisi
, statistik dan
peda par an Ko uangan

b ngan dan supervisi bidang akun tansi, laparan sosinlisasi, bimbingar

218 Me ngeva
bidang akuntansi, statistik dan pelaparan keuangan keglatan bimbingan dan

as | hasil pelaksanaan sosialisasi, bimbingan dan supervisi di Hlaporan evaluasi pelaksanaan 0,28

supevisi bidang akuntansi,
ik dan polaporar
kevangan

siat

219 Met ih kebutuban data manitonisg dan evaluss di bidang akuntans, laparan il pergo lahan data 0,05 Peruuma
statistik dan pelaparan keuangan manitaring dan evaluasi di
bidang akuntansi, statistik

dan pelaporan Kenangan

Melaks anuk, 5 Muda

lanyg aky

laparan n
1 di bidang akuntansi
statistik dan pelaparan
keuangan

g dan evalu

s, 81

v

22 1| Me tgeva A 1t taring dan eval Japaran evaluasi pelakasnaan 0,14
akuntansi, statistik dan pe laporan kenangan kegiatan mon
evahuasi bidang akun tansi,
statistik dan pelaparan

Kevangan

1 hasil pelaksa asl ¢

[F)
~
[ 51

Me nyus kuntansi, statistik dan pelaparan Jdesain supervisi di bidang 0,45
kevangan akuntansi, statistlk dan
pelaparan keuwangan
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Penyusunan laporan kevangan dan Me ngolah kebutuhan data peryusunan lapamn keuargan dan statistik  flaporan hasil pengolaban data 0,04 Pertama
statis tik ke uangan pemerintah di bidlang akuntansi, statistik dan pelaporan keuangan penyusunan laporan Keuangan
clan statistik di bidang
akuntansi, statls fan
pelaparan kevangan
24 Me nganalisis penvusunan laparan keuangan dan statistik di bidang lnparan analists penyusunan 0,13 Muda
akuntans, statistik dan pelapaoran keuangan laparsn keuangan dan
statistik di bidang 1 Larss i,
statistik dan pelsporan
keuangan
254 Me ova lidast hasd] analisis laparan keuangan dan statistik  Jdakumen rekomendas) 0,21
di bidlang akuntansi, statistik dan pelaporan keuangan penyusunan laporan Keuangan
n statistik di bidang
akuntansi, statistik dan
pelaparan ke vangan
Mengnlah kebutuhan data telaah atas laporan keuangan di bidang laparan hasil pengolahan data 0,08 Pertama
akuntansi, statistik dan pelaporan keuangan telaah atas lapomn keuangan
di bidang akuntansi, statistik
ot e lana s ke npan
227 Me gl isis telaah laporan keunngan di bidang akuntansi, statistik dan laparan analisis telas poran 0,10 Muda
pelaparan kevangan kevangan di bidang akuntansi
statistik dan pelaparan
kevangan
228 Me nevalidasi b ar 1 di bidan g akun tan s, [dakumen rekomendasi telaah 0,15 Madya

statistik pelaparan keuangan

akuntansi, statistik dan

pelaparan ke vangan

cebutuban data Konsolidas | laparan keosngan di bidang

akuntans, statistik dan pelaparan keuang

| pengolaban dats
solasl laparan keuangan
di bidang akuntansi, statistik

dan pelaparan Keuangan

akuntansi, statistik dan pelaparan keuangan

kansoldasi laparan keuan gan
i brdang akuntans stk
dan pelaporan keuangan

Me ngasalisis kansolidasi lapomn Kesangan di bidang akuntansi, laporan analisis Kansalidasi Mucda
statistik dan pelaparan keuangan laparan keuangandi bidang

akuntans, statistik dan

pelaparan Ke sangan
Me reva liclasi b alisis konsolidasi laporan Keuangan di bidang dokumen rekamendasi Madva

[=]

Me tgolah kebutuhan data pesyvesiaian laparan Keuangan di bidang
aluntans, statistik dan pelaparan keuangan

laparan hasil pengolaban dats
penvesuaian laporan

kevangan di bdang akuntans
statistik dan pelaporan
kevangan

0,04

Pertama
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233 Me nganalisis penvesuain lapamn kenangan di bidang akuntans laporan analisis penyesuaian 0,11 Muda
statistik dan pelaparan keuangan angan di bidang
234 Me trvalidasi hasi] analisis penvesualan lapamn ke vangan di bilang dokumen rekomendasi 0,16 Madya
akuntansi, statistik dan pelaporan keuangan penyesunian laporan
Keuangan di bidang akuntansi,
statistik dan pelsporan
keuangan
D [Persiapan pemeriksaan dan tindak 235IMe nyiapkan ke butuban data/baban pemapan proses pemeriksaan laporan hasil pengolaban data Pertama
lanjut atas hasil pemeriksaan laparan laporan keuangan persiapan proses pemeriksaan
kevangan laparan keuangan
2364 Me nganalisis persiapan proses pemeriksanaan laparan keuang y analisis persiapan 0,19 Muda
proses pemeriksanaan laparan
keuangs
23T Me rrvaliclnd Bomd] analinis porsdapan proses pemer s toun Lagso rn dakumen rekamerndasd 0,28 Mulve
kevangan persiapan proses pemeriksaan
laporan keuangan
238 Me nvia pkan ke butubian data/ balun tindak lanjut hasll pemer iksaun laparan bhanil peryo laban duta 0,07 Pertama
laparan keuangan tindak lanjut hasi)
1 pemenksan laporan
<t keuangan
m is Utk lanjut haudl pemer iknanasan lupo mn Keuangan laparan aralisis tindak lanjut 0,19 Muda
| hasil pemeriksanaan laporan
kewangan
290 Me rvalidasd hasil analisis tindak langjut hasil pemeriksanaan laparan dokumen rekamenda Madya
kevangan Jar
laparan keuangan
6 |Sinkmonisasi dan Supervisi A |Supervisl sistem perbendahaman 241 |]Me ngolah bahan penylapan supervisi, maonitaring, evaluas dan bahan superv montonng, Pertama
Perbendaharaan konsultasi pengaturan dan proses b s perbendabaman evaluasi dan konsultasi
pengaturan dan proses bis nis
per benda saraan
242 Me nganal isis bahan supe vis) iring, evaluast dan konsul tasi laparan analisis bahan Muda
pengaturan dan proses bisnis perbendahaman supery "
dan kaonsultasi pengaturan
dan proses bisnis
perbendalaraan
24 Me laka kan Pertama

dan prases bis

perbendabaraan
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243 Me lakukan supervisl, manitaring, evahasi dan kansultasi pengatumn laparan supervisi, manitaring, ¢ Muda
dan proses bisnis perbendabaman evahuasi dan kans ultas
pengaturan dan proses s ris
perbendaharaan
24 Me ladaakan supervisi, manitoring, evahumsi dan kansultasi pengaturman laparan supervisi, monitar Madya
dan proses bisnis perbendahaman evahuami dan konsultasi

pengaturan dan proses bis nis

perbendaharaan

www.peraturan.go.id

can sultas i lap
pengaturan dan proses bisnis perbendabaman monitaring, evahsasi dan
kan

evaluasi supery

AT

245 Me nyusun desain supervis ases bisnis perbendabaraan desain supervisi proses b

perbendaharaan

wan standar, 0,06 Pertama
juk ek

es bis nis

san standar, pedon dan petunjuk teknis

pelaksana

pelaksanaan pr
perbendaharas

24T Me nganalisis nummuisan standar, pedoman, dan petun juk teknis dokumen anulisis rumusan Muda
pelaksanaan proses bianis perbendahaman sturdlar, pedoman, dan
petun juk teknis pelaksanaan
proses hisnis perbendabaraan
298IMe ngeviduas | hasdl analisgs rumusan standar, pedaman, dan petunjuk  Jdakumen rekomendss 0,24 Mulyva
teknis pelaksanaan proses bisnis perbendaharaan rumusan standar, pedoman,
pelaksanaan proses bisnis
per benda bsaram
249 Me nganalisis permasalaban terkait pelaksunaan proses bisnis § per inn sy Muda
per bersda haraan LA Prose s
bisn s perbendahar
250 Me rggevaluas i pe nmasalaban pelaksanaan aharann Jdok 1 rekomendasi Madya
perma s an pelaksataan
proses bixnis perbendahar
251 Me nyusun samn substantif stas penyusunan peratuman perbendabaran Jdokumen rekomendasi saran 0,35 Utama
sl tantif atas peny s nan
peraturan perbendaharan
} |Pengembangan proses bisnis sistem  J252) n rumusan pengembangan proses b dakumen rumusan 0,10 Pertama

per be siman dan kerja sama pet bendabaraan berdasar kan praktik dan teor perbendaharaan n proses bisnis
kelembagaan dan sistem perbendahaman
berdasarkan praktik dan teon

per bendabaraan
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253 Me nganalisis namuasan pengembangan prases binis dan sistem dakumen analisis mmusan 0,18 Muda
perbendabaraan berdasarkan praktik dan teari perbendaharaan pengembangan prases bisnis
dan sistem per bendabaman
cdasarkan sl dan teon
254 Me ragen a8 | hasil analisis pongembangan proses bisnis dan sistem wen rekomenda i 0,27 Madva
perbendabaraan berdasarkon praktik dan teori perbendaharasn
berdasarkan pmktik dan tean
per benda bsaraan
Meryusun strategi pengembangan proses bisnis perbendabarasn dakumen strateg 0,18 Muda
dasarkan praktik dan baraan embangan proses bisnis
perbendaharaan berdasarkan
praktik dan teari
per bendabaraan
Me myusun strategi pergembangan proses bisms perbendabarasn dokumen strategi 0,26 Madya
berdasarkan praktik dan teari perbendabaraan pengembangan proses bisnis
perbendabaraan berdasarkan
praktik dan eori
per benda bsaraan
256 Me ryusun rencana dan sinkronisasi program kerja sama kelembagaan  [dokumen rencana dan Muda
sinkronisasi progmm kerjm
sama kelembagaan
2564 Me myuman e ncana dan sinkronisasi program kerja sama kelembagaan dokumen rencana dan Madyva
sinkmnisasi program
25T Me rgolah bahan unstuk kebutuban prog ketja sama Kelembagaan di program Pertama
brang perbendaharman kerja sama kelembagaan di
bidang perbendahaman
258 Me nganalisis progrmm kerja sama kele mbagaan di bdang laporan analisis program kena Muda
perbendalsaraan sama Kelembagaan di bidang
per bendaharaan
25 Me ngevaluasi dan menvusun rekamendasi hasil analisis program ke fa Paporan evaluas program kerja Madva
sama kelembaganan di bidang perbendabaraan sama kelembagaan di bidang
pet benda araan
260 18 untuk kebutoban sinkranisast implementasi dolcu toen Impleme ntasi Pertama
trans brmasi kelembagaan tansfarmast kelembaga
261 Me nganalisis smkronisasi im ple men tasi transfrmasi kelembagaan laparan analisis sinkroniyasi Muda
implementasi transf rmas |
kele mba,
263 malisis sinkron isasi impek men tasl tran s rmas | dokumen rekomendas) 0,08 Madya
sinkio xi impelementasi
transfor mast kelem bagaan
26 Me ngolah data kinerja dan implementas | tansformasi kelembagaan laparan hasil pengolaban data Pertama

kinerja dan impleme ntas|
transformasi kelembagaan
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264 Me nganalisis kinerja dan imple men tast tran sfrmas | kelem bagaan laporan analisis kinerja dan 0,06 Muda
im plemen transkirmas |
kede mbx J
265{Me rrva lclanl Bomd] analinis Rinet o dan it pkm sl trnsdar musd dakumen rekaomendasd Kinerja 0,10 Mulve
kel mbagaan dan (mpleme ntas| transformas)
kele mbagaan
2664 Me ladaakan supervisi, monitaring dan evaluasi pencapaian kinerja laparan supervisi, momniloring 0,05 Pertama
L bormasi K bagnan evaluasl ponca pa
kinerja transfarma
kelde mbagaan
2664 Me ladaakan supervisi, monitaring dan evaluasi pencapaian kinerja laparan supervisi, moni laring 0,09 Muda
trans brmasi Kelembagaan dan evaluasi ponca padan
kinerja transformasi
kele mbagaan
2660 Me ladaa kan supervisi, monitaring dan evaluasi pencapaian kinerja laparan supervisi, moniloring 0,13 Madya
L brmasi kelem bagaan cdan evaluasi ponca padan
kinera transformasi
kelde mbagaan
) fsinkronisasi Ketentus knis bdang |267|Mengolah baban penyiapan analisis kesesusian dan dampak pengaturan |dokumen penyiapan analisis Pertama
pet benda baman per bensda baraan kesestuaian dan dam pak
pengatumn perbendaharaan
208 Me lakukan analisis kesesuaan dan dampak pengaturman tingkat 1 dokumen Kesesumian dan 0,06 Pertama
keria dampak pengatumn tingkat
unit Rerin
269 Me lnkukan analisis kesesuaian ¢ dam pak perg bidarg laparan 016 Muda
perbendaharaan tingkat instans| dan dampak pengatu
bidang perbendabaman
A Melokukan analisis kesesual dan dampak perge n bidang 0,29 Maodya
perbendaharaan antar instans!
perbendabaraan antar instans
rokamendasi tingkat 0.48 Utama
tas evaluasi
kesesuman dan dampak
pengatuman bidang
pet aharaun tingkat
naskonal
27 Y Me ngevaluas i hasil analisis ke sesuaian dan dampak pe ngaturan bidang |laparan evaluasi basil analisis 0,24 Muda

perbendabaraan tingkat nasians]

wan dan dam pak
pengatumn bidang
perbendabaraan tingkat

pasio sl

www.peraturan.go.id
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PELAKSANA
KEGIATAN

k)

4

5

7

273 me nimuaskan rekomendasl substanal atas evaluas kesesuaan dan
dampak pengatumn bidang perbendaharaan tingkat nasional

dakumen rekomendasi
substansi atas eval uasi

kesesua

pengatumn bidang
perbendaharaan tingkat
paskinal

Madya

-108-

Penyvelkenggaman Platform
Pembayaran Pemerintah

>

Kajian kelavakan dan kepatuhan

Me naxde ntifikast kesiapan proses bisnis dan sistem informasi mitra
platiirm pembayamn peme rintah

laporan hasil den tifikasi data
kesiapan prases bisnis dan
sistem informasi mitra
plathrnm pembayamn
pemenntaly

Pertama

Y Me ladaskan analisis keslapan ses bisnis dan sistem inHrmasl mitra

platiorm pembayvaman pemen

ah

laparan analists kesiapan
pmses bisnis dan sistem
informasi mitra platfarm

pembayaran pemetint

Muda

2T Me rvalidasi hasi] analisis kes lapan prases bisnis dan sistem informasi
platlhrm pembayaran peme nintah

dokumen rekomendasi
keslapan proses bisnis dan
sistem informasi platform
pembayaran pemetintah

0,19

Madya

277 Me ladarkan
hukum mitra platirm pembayvamn pemer

n pengolaban informasi kesi aspe k

tah

[l sl data
kesiapan aspek

1 hasil den

Jape
mim

ukum mitra platform
pembayaran pemetintaly

Pertama

pemerintah

278IMe ladoakan analisis Keslapan aspek buloum mitra platfrm pembayaran

laparan analisis kesiapan
as pek hukum mitm platfarm
pembayaran pemenntah

Muda

27 Me mvalic hasi] analisis kes iapan aspek hukum mitra platform

pembavaran pemenn

dokumen rekomendasi

kesiapan aspek hukum mitra
platlann pembayamn

pembavaran pemerintal terbadap standar dan Ketentuan teknis

kepatuban mitm dan

pemennta
tandar dan

pemerintah
280 Me lnkukan identifikasi dan pengolaban mfarmasi kepatuban mita dan  [laparan hasil dentifikasi data Pertama
ithrm Pembayvaran Pemnerintah informasi ke patuban mitra
dan pengguna platfarm
pembayaran pemerintah
281 Me nyusun analisis ke patuban mitra platform pembayaran peme rintah laparan analisis kepatuban Muda
ter hada p standar dan ketentuan teknis mitra plathorm pem bay aran
pemenintah terhadap standar
dan ketentuan teknis
282 Me lakukan evaluasi kepatuban mitm dan pengguna platfarm dakumen rekamendasi Mulya
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L)

4

5

6

7

2021, No. 1010

-109-

Me nganalisis kepatuban
pemerintah terhadap pena
aspek hukum

ra dan pengguna platfarm pem bayaran
an, s tandar dan ketentuan teknis dari

laporan analisis kepatuban
mitra dan pengguna plationn
pem bayaran pemerintah
terhadap perjan jia
dan ketentuan teknis dan
s pek hukum

, atandar

Muda

Me nganalisis kepatuban mitra dan pengguna platform pem bayaran
pemerintah terbadap penanjian, standar dan ketentuan teknis dari
aspek hukumn

dakumen rekomendasi
kepatuban mitra dan
pengguna platirm
pemb

Aran pemerintab
terhadap penan jian, standar
dan ketentuan teknis dan
a5 pek hukum

0,04

Madva

Melaloikan identifikasi dan pengolaban dats terkait legalites atas
layanan Platform Pembayaran Pemerintah

asil pengo laban data
wan plathhrm
pembayaran pemernntah

Pertama

e

Melakukan anslisis informasi dan potensi tindakan hukum terkait
kegalitas atas layanan Plathhrm Pembavamn Pemerin

laporan anulisis informasi dan
potensi tindakan hukum
terkait legalitas atas layanan
plathrm pembayarn
pemerintah

Muda

Me lakas
layanar

an evaluasi aas analisis Kepatuhan terbadap hukum aas

tform Pembayaran Pemerintah

dakumen rekomendasi

Madva

wn evaluas layanan

[¥]

<

vanan dan

Me lakaskan identifikasi ke hvan dan permmasalaban dalam
pergembargan Plathhrm Pembavamn Pemerintah

permasalaban platform
pembayaran pemerintahb

Peruama

S Me lakarkan analiss kentifikasi kebutuban dan permasalahan dalam

pengembangan Plathorm Pembavamn Pemerintal

laparan analisis dentifikasi
kebutuban dan permesa lalsan

pembayaran pemerintahb

am pengembangan platirm

Muda

Me
Pemerintah atas identifikasi kebutuhan dan pormasalaban

ban gan Platform Pett bay aran

usun kajion opsi model pey

dokutoen rekamendasi model

wan platiorm
pembayaran pemerintah atas
wen tifikasi kebutuban dan

permass

pengem

0,34

Madya

Mengevaluasi de sign pengemban gan sistem Platfarm Pembayaran

Pemerintah

dakumen evaluasi desain

petgembangan sis
platiorm pembayamn
pemenntah

0,37

Madya

Mengevaluasidesain pergembangan sistem Platform Pembayaran
Pemerintah

dakumen rekamendasi desain
petsg
plationn pembayamn
pemenntahb

g s le

Utama

www.peraturan.go.id




-110-

2021, No. 1010

PELAKSANA

NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN HASIL KERJA ANGKA KREDIT TN
KEGIATAN
l 2 3 4 5 6 7

291 Me laku kan identifikasi, pengc an data, dan konfirmas: tmnsakst mitrajdakumen § ifikasi data 0,04 Pertama

Platform Pembayaman Panen kan firmasi transaks mitra
plathim pembayvamn

294 Me lakna ke 15 Informand transaks) mitmm Pla 0,07 Muda
Pemeri

293 Me Jo ki kan evalunsl stan s lists kiner o mitra Platform Pembasimn ok o kamerdasd Kinerja 211 Mulve

Pemenntah

mitm pl
pemerintah

™ perm bavaran
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LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2021
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL

ANALIS PERBENDAHARAAN

NEGARA

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA

NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN SATUAN HASIL ANGKA KREDIT 1..&!%7“)2}
KEGIATAN
[] 2 3 - K 6 7
1 Pengembangan Profesi Jab A petoleh fjazahb sesuai dengan bidang tugas Jatatan Fungsional ljazals{ Gelar 25% AK kenaikan Semua jenjang
is Per berelal P gkt

pengkafian /

Semua enjang

Semua jenjang

Jumal / Buku/Naskah

600

Semua enjang

m ben

tuk buku

Semaa jenjang

m ben

ik majalah ilmiah

Naskah

Semus pnRng

dasan
Analis

a.  jdalam ben
rasia sl

tuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secam

Buku

8,00

Semua jenjing

ilmiah yang diakui okeh

organisasi profesi dan

Naskah

4,00

Semua jenjing

Semua jenjang

nasional

Naskah
Artikel 2 Semua jenjang
=
Analis Pe
tuk buku va Buku 700 Semnia jenjang

www.peraturan.go.id
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NO UNSUR SATUAN HASIL ANGKA KREDIT KEGIATAN
1 2 4 5 6 7
b Naskah Semua enjang
pstanst Pembina
Mene femabkan /menyadur buku
iimiah dibidang Jabatan Fung
Negara vang tidak dipubl
1 Semua jen jang
Naskaly Se s jenjan g
Semua jenjang
Pe ngem bangan Kompetensd di bidang kut) kegiatan pengembangan konmpete
Fungsional Analis Perbendalaman N pelatiban fungsx
s o forens )
lapangan
pelda g i bida g 1 g
Analis Perb nhaman Negara dan mempe roleh Sertif
a |l anva kebih dar 960 jam Sertiflkat/laporan L enjang
La wa antam 641 - 960 jam Sertifikat/layp 1A jenjan g
Lamanya antara 4 / Semua jen jang
d. Jlamanya antam 161 Semua jenjang
o Lamanva antars 81 - 160 jam Semua enjang
{ va antam 31 - 80 § Semua jenjng
[ wva k g darid
pelatihan manajerial/sosial kul
Fungsional Analis Perbendabaman
Sertilikat
a va kebih dari 960 jam 7.5
Lamanya antam 641 3 50
C Lamanya antara 4 3 Semua jenjang
d. Jlamanya antam 161 - 484 1,50 Semua jen jang
e, Jlamanyva antam 81 - 160 jam 1 Semua jen jan g
! va antam 30
L Lamanva k .
raintamn performor 050
target kiner
Melaksanalan keglatan ng mendul
yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di
s Perbendabara '
n njung Jabuis Pembunbing di bxdang membimbing yung berka Sertifikat /Laparan Semuo enpng

Anals Perbendabaraan

Analis Perbendal

1 Penibd / Tim Uji K

kehan Penghargaan

peraleh penghamgaan/tanda jasa Satva Lancana Karva Satya

a. [30 ftiga puhsh) tahun

Plagam

Semua njang
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NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

PELAKSANA

SATUAN HASIL ANGKA KREDIT KEGIATAN

il

3

[}

7

| edanya

Piagam Semua jenjang

Tingkat Jokal

Sertifikat [Piagam Semnia jenjang

D. JPeralehan Gelar Kesarjanaan Lain | 8 k sesuaide ngan
Perbendaharaan Negam

a 15 jergang

= 10 Jenjang

¢ ljszah 5 o EnjRmng

E ' Melakui anmnn tugas Jabatan Laparan 004 Semua jenjng

e Jak
Pe rbenda liaman Negara

gas Ja

al Analis

Pungsk
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LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL

ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/ PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA DENGAN PENDIDIKAN SARJANA ATAU DIPLOMA EMPAT

JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT

TUGAS J TAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBEN DAHARAAN NEGARA

www.peraturan.go.id

AHLI PERTAMA AHLI MUDA AHLI MADYA AHLI UTAMA

fil/a /b 1jc 1/d IV/a IV/b Vjc V/d Ve

-114-

Melakukan Kegiatan Analisis Perbendaharaan
Negara sesuai dengan Ketentuan peraturan 50 50 100 100 150 150 150 200 200
perundang-undangan.
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LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL

ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA

TUGAS JABATAN AHLI
PERTAMA AHLI MUDA AHLI MADYA AHLI UTAMA
/b I/ c Ii/d IV/a IV/b NV/e Iv/d V/e
Melakukan Kegiatan Analisis Perbendaharaan
Negara sesuai dengan Ketentuan peraturan 50 100 100 150 150 150 200 200
perundang-undangan,

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

td

TJAHJO KUMOLO

www.peraturan.go.id



-116-

2021, No. 1010

LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGAR#
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL

ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA

TUGAS JABATAN AHLI MUDA AHLI MADYA AHLI UTAMA
Iljc I/d IV/a IV/b V/e v/d V/e
Melakukan Kegiatan Analisis Perbendahaman
Negara sesuai dengan ketentuan peraturan 100 100 150 150 150 200 200
perundang-undangan,

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
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